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MOTTO 

جِهِمۡ   لِكَ فَأُوْلََٰٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ )٦( إِلَّا عَلَىَٰٰٓ أزَۡوََٰ تَ غَىَٰ وَرآَٰءَ ذََٰ فِظوُنَ )٥( فَمَنِ ٱب ۡ وَٱلاذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰ
مُۡ غَ يُۡۡ مَلُومِيَن )٧(  أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أيَََٰۡنُ هُمۡ فإَِنَّا

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri 

mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak 

tercela. Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah 

orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-mu'minun: 5 - 7)1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 352 
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ABSTRAK 

Ahmad Ahzamiy Waskito, 2025 : PROSTITUSI  PERSPEKTIF RASHĪD RIḌĀ 

(Studi Kitab Tafsir Al-Manār) 

Kata kunci: Prostitusi, Rashīd Riḍā, Tafsir Al-Manār  

Fenomena prostitusi modern merupakan persoalan sosial multidimensional 

yang dipengaruhi faktor ekonomi, gender, hukum, kesehatan. Di Indonesia, Data 

menunjukkan adanya 79 titik prostitusi di Jawa Barat (BPS, 2024) juga prostitusi 

semakin berkembang dalam bentuk daring melalui media sosial dan aplikasi 

percakapan, melibatkan jaringan mucikari lintas daerah, eksploitasi perempuan 

muda, bahkan anak di bawah umur, serta berkontribusi pada meningkatnya risiko 

kesehatan seksual seperti HIV/AIDS.  

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) 

penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang prostitusi dalam 

Tafsir al-Manār, (2) analisis hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran tersebut, 

dan (3) relevansi pandangan Rashīd Riḍā dengan fenomena prostitusi modern. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

pustaka dan penelitian bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari Tafsir al-

Manār dan buku karya Rashīd riḍā sebagai sumber primer, serta buku, jurnal, dan 

karya tafsir klasik maupun modern sebagai sumber sekunder. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, 

kemudian ditafsirkan kembali menggunakan kerangka hermeneutika Gadamer. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rashīd Riḍā memandang prostitusi 

bukan sekadar zina, tetapi sebagai bentuk eksploitasi seksual yang merendahkan 

martabat perempuan. Melalui penafsiran QS. an-Nisā’ ayat 19, 24–25 serta QS. 

an-Nūr ayat 2 dan 33, ia menolak kekerasan, pemaksaan, perbudakan seksual, dan 

Hubungan seksual yang didasarkan pada imbalan atau keuntungan tertentu.. 

Prostitusi dipahami bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya 

penjagaan kehormatan, tujuan pernikahan (iḥṣān), nilai keadilan, dan prinsip 

mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf. Kedua, melalui analisis hermeneutika Gadamer, Tafsir 

al-Manār terbukti merupakan hasil dialog dinamis antara teks Al-Qur’an, konteks 

sejarah penafsir, dan realitas sosial, sehingga menghasilkan penafsiran yang sesuai 

dengan konteks, bersifat kritis, serta dapat diterapkan secara nyata untuk 

mendorong perubahan. Ketiga, pandangan Rashīd Riḍā memiliki relevansi yang 

kuat dengan prostitusi modern karena menekankan solusi Qur’ani yang bersifat 

preventif, seperti penguatan tujuan pernikahan, perlindungan sosial bagi 

perempuan, penolakan relasi seksual transaksional, serta perlunya reformasi sosial 

dan moral untuk mencegah eksploitasi seksual. 
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TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini 

merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika 

Serikat (Library of Congress) sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 0.1 

Pedoman Transliterasi Model Library Of Congress 

 

Awal Tengah Akhir Sendiri Latin/Indonesia 

 a / i / u ا ا ا ا

 b ب ب ب ب

 T ت ت ت ت

 Th ث ث ث ث

 j ج ج ج ج

 ḥ ح ح ح ح

 Kh خ خ خ خ

 d د د د د

 Dh ذ ذ ذ ذ

 r ر ر ر ر

 z ز ز ز ز

 s س س ~ ~

 Sh ش ش ش ش

 ṣ ص ص ص ص



 

xii 

 

 ḍ ض ض ض ض

 ṭ ط ط ط ط

 ẓ ظ ظ ظ ظ

 (ayn)‘ ع ع ع ع

 gh غ غ غ غ

 f ف ف ف ف

 q ق ق ق ق

 k ك ك ك ك

 l ل ل ل ل

 M م م م م

 N ن ن ن ن

, ة  ه ه ه   , ة   ه    H 

 W و و و و

 Y ي ي ي ي

 

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (Madd) caranya dengan 

menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf ā (آ), ī (إي), ū (أو). Semua 

nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah 

transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus 

ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, 

transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata 

Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

 Prostitusi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat 

dipahami semata-mata sebagai masalah moral atau pelanggaran hukum. 

Fenomena ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 

sosial, budaya, gender, hukum dan kesehatan. Secara sosiologis, prostitusi 

muncul karena kebutuhan ekonomi, ketimpangan sosial, relasi kuasa yang 

tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta lemahnya penegakan 

hukum.2  

Dari sisi ekonomi, prostitusi sering dianggap sebagai bagian dari ekonomi 

bayangan yang tetap bertahan karena kesenjangan sosial dan terbatasnya 

peluang kerja layak. Dari perspektif gender, praktik ini menunjukkan dominasi 

patriarki, objektifikasi perempuan, dan ketidaksetaraan akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Secara hukum, prostitusi berada dalam wilayah abu-

abu karena pelaku dan perantara sering terlibat dalam jaringan kriminal yang 

sulit disentuh aparat. Dari sisi kesehatan, prostitusi meningkatkan risiko 

penularan penyakit seksual dan kekerasan.3 

Secara global, prostitusi juga terkait dengan perdagangan manusia, 

eksploitasi seksual, dan migrasi perempuan untuk industri hiburan malam. 

Laporan organisasi internasional seperti WHO dan UN Women menegaskan 

 
2 Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, Analisis Prostitusi Sebagai 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 

(Maret ,2024). 
3 Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup, 

Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815 
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bahwa prostitusi merupakan bagian dari ketidakadilan sosial yang lebih luas. 

Berbagai negara pun menerapkan kebijakan berbeda, mulai dari kriminalisasi 

total, legalisasi terbatas, hingga model Nordik yang menindak pengguna jasa 

prostitusi. 4 

Dalam konteks modern, praktik prostitusi semakin mengkhawatirkan 

karena melibatkan mucikari yang beroperasi melalui teknologi digital, 

menjadikan praktik ini lebih tersembunyi dan sistematis. Eksploitasi seksual 

yang dilakukan mencakup pemaksaan, perbudakan, dan penyediaan jasa seks, 

yang merusak moral masyarakat sekaligus melukai korban secara fisik dan 

mental.5 Al-Qur’an secara tegas mengencam tindakan semacam itu, 

sebagaimana termaktub dalam  Surah An-Nūr ayat 33 Dalam ayat tersebut, 

Allah SWT berfirman: 

نْ يَا وَۗمَنْ  تَ غُوْا عَرَضَ الْْيَٰوةِ الدُّ يُّكْرهِْهُّن   وَلََ تُكْرهُِوْا فَ تَ يٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ ارََدْنَ تَََصُّنًا ل تَِ ب ْ  

َ مِنْ بَ عْدِ اكِْرَاهِهِن  غَفُوْرٌ ر حِيْمٌ   فاَِن  اللّٰ   
Artinya: Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 

hanya karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi dari 

pelacuran itu. Barang siapa memaksa mereka untuk melakukan perbuatan 

tercela itu maka sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap perempuan-

perempuan yang dipaksa itu, Maha Penyayang kepada mereka setelah 

mereka dipaksa, dan Dia akan memikulkan dosa kepada orang yang 

memaksa mereka.”(Surah An-Nūr ayat 33).6  

 
4 Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, Prostitusi, Pendapatan dan Gaya Hidup, 

Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),815-816 
5 Mursalim dan Achmad Musyahid, Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum 

Pidanan dan Hukum Islam, SHAUTUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.1, 

No.2 Mei 2020, 3. 
6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 354. 
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Ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad SAW ketika praktik 

perbudakan masih berlangsung, khususnya terkait tindakan Abdullah bin Ubay 

yang memaksa dua budak perempuannya, Mu’adzah dan Musaikah, untuk 

melakukan prostitusi demi keuntungan materi, bahkan dengan kekerasan. 

Larangan tegas dalam ayat tersebut menegaskan bahwa praktik ini merupakan 

perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Frasa “litabtaghū ‘araḍal 

ḥayātid dunyā” menunjukkan motif pencarian keuntungan duniawi melalui cara 

yang tidak bermoral, yang secara jelas ditolak Al-Qur’an karena bertentangan 

dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.7 

Adapun penafsiran para ulama terhadap ayat ini menunjukkan keselarasan 

dalam mengutuk tindakan-tindakan semacam itu. Imam al-Qurṭubī dalam 

Tafsīr al-Qurṭubī menyebutkan bahwa ayat ini turun sebagai teguran kepada 

sejumlah sahabat yang memaksa budak perempuan mereka untuk melakukan 

praktik prostitusi. Beliau menilai perbuatan tersebut sebagai bentuk kezaliman 

sekaligus pengingkaran terhadap amanah Allah.8 Hal selaras disampaikan oleh 

Imam ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana ayat ini dipahami sebagai 

larangan keras atas eksploitasi seksual, yang tidak membenarkan alasan apa 

pun, termasuk alasan ekonomi, sebagai pembenaran Islam datang untuk 

menghapuskan kebiasaan ini dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak 

dibenarkan.9 

 
7 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Qur’an al-Hakim juz 5,Edisi ke 2,(Dar Al-

Manar,1367), 20 
8 Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 608-

612 
9 Ibn Kaṡīr, Tafsir al-Qur’an al-Azhim li Ibni Katsir, Jilid 7 (Riyadh: Dar Thaibah li an-

Nasyr wa at-Tawzi', 2007), 207. 
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Dalam perspektif hukum Islam, prostitusi termasuk perbuatan zina  dan 

profesi mucikari dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana yang 

hukuman spesifiknya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). 

Praktik modern prostitusi telah beralih ke ranah digital melalui media sosial 

dan aplikasi percakapan, seperti MiChat, Tinder, dan juga aplikasi yang sering 

kita pakai yaitu: WhatsApp dan Twiter yang memudahkan transaksi seksual 

termasuk melibatkan anak di bawah umur. Kasus di Indonesia menunjukkan 

praktik prostitusi online semakin terorganisir dan eksploitatif, dengan dampak 

serius pada moral dan kesehatan masyarakat, terutama penyebaran HIV/AIDS 

di kalangan remaja.10 

Prostitusi di Indonesia masih merupakan masalah sosial serius yang 

hingga kini belum tertangani secara tuntas. Data Badan Pusat Statistik melalui 

Survei Potensi Desa (Mei 2024) mencatat bahwa Jawa Barat menempati posisi 

tertinggi dengan 79 lokasi PSK, menunjukkan bahwa praktik prostitusi tidak 

hanya terjadi di kota besar, tetapi juga meluas ke wilayah semi-perkotaan dan 

pedesaan yang sebelumnya dianggap relatif aman.11 Selain itu, pemberitaan 

media nasional mengungkap bahwa prostitusi daring di Jawa Timur pada tahun 

2025 semakin terorganisir dan sarat unsur eksploitasi. Kompas.com 

melaporkan adanya lima mucikari yang mengelola jaringan prostitusi online 

lintas daerah dengan vonis hukuman yang berbeda, mencerminkan keterlibatan 

 
10 Tri Wulan Ningsih, Telaah Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Mucikari 

(Studi di Dusun Teguhan, Desa Depok, Kecamatan Toroh , Kabupaten Grobogan), ( Skripsi 

Jurusan Hukum pidana islam UIN Wali Songo, 2023), 92-93. 
11 JabarEkspres.com (2025), 79 Titik Prostitusi ada di Jabar, Ternyata bekasi dan 

indramayu paling banyak, Diakses pada 26 November 2025 https://jabarekspres.com/berita/2025/ .  

https://jabarekspres.com/berita/2025/
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sistematis dalam perekrutan dan eksploitasi korban.12 Sementara itu, 

tvOnenews.com mengungkap kasus prostitusi daring di Singosari yang 

melibatkan eksploitasi terhadap empat perempuan muda melalui perekrutan via 

media sosial.13 Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Surabaya, di 

mana tvOnenews.com melaporkan praktik prostitusi online yang melibatkan 

anak di bawah umur, dengan seorang mucikari memperjualbelikan korban yang 

belum mencapai usia 18 tahun.14 

Dampak prostitusi online tidak hanya pada aspek moral, tetapi juga pada 

kesehatan masyarakat, terutama penyebaran HIV/AIDS. Remaja menjadi 

kelompok paling rentan akibat tingginya penggunaan media sosial. Laporan 

Republika menyebut prostitusi online sebagai salah satu penyebab utama  

kasus HIV/AIDS di kalangan remaja karena hubungan seksual tanpa 

pengawasan dan perlindungan.15 

Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah orang dengan HIV di 

Indonesia mencapai 564.000 jiwa, dengan 76% kasus terkonsentrasi di 11 

provinsi, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Papua. Mayoritas 

penularan terjadi di kalangan laki-laki yang berhubungan sesama jenis, pekerja 

seks, waria, dan pengguna narkoba suntik. Fakta ini memperlihatkan adanya 

hubungan kuat antara praktik mucikari dalam prostitusi online dengan 

 
12 Kompas.com, Jalankan bisnis prostitusi jatim, Diakses pada 22 desember 2025, 

https://surabaya.kompas.com/  
13 Metrotvnews, Prostitusi online disingosari, Diakses pada 22 Desember 2025, 

https://www.metrotvnews.com/  
14 Tvonenews.com, anakdibawar umur dijual pacarnya di surabaya, Diakses pada 24 

desember 2025, https://www.tvonenews.com/   
15 Republika. (2022),  Prostitusi Online Dikhawatirkan Picu Infeksi HIV/AIDS Remaja, 

Di Akses 11 Juli, 2025,  https://ameera.republika.co.id/berita.  

https://surabaya.kompas.com/
https://www.metrotvnews.com/
https://www.tvonenews.com/
https://ameera.republika.co.id/berita
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meningkatnya degradasi moral serta ancaman kesehatan seksual di masyarakat, 

terutama di kalangan remaja.16  

Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan multidisipliner, termasuk 

kajian keagamaan melalui tafsir Al-Qur’an, untuk memberikan pandangan 

moral sekaligus sosial. Dalam konteks ini, Rashīd Riḍā, seorang mufassir 

modern, dikenal melalui karya Tafsir al-Manār yang menggunakan pendekatan 

rasional dan kritis, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan persoalan 

sosial dan perkembangan peradaban. Tafsirnya sistematis, menyertakan asbāb 

an-nuzūl, dan menekankan nilai moral yang mendorong perubahan sosial. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus menganalisis pandangan 

Rashīd Riḍā tentang prostitusi dalam Tafsir al-Manār, khususnya dalam Surah 

An-Nisā’ ayat 19, ayat 24–25, Surah An-Nūr ayat 33, dan Surah An-Nūr ayat 

2, yang menggunakan istilah seperti  ِالْبِغَاء dan نَا  untuk merujuk pada praktik الز ِ

pelacuran, pemaksaan, dan zina. Penelitian ini penting karena kajian 

sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum, sementara studi tafsir 

sosial-kontekstual, khususnya Tafsir al-Manār, masih jarang. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 

pengembangan tafsir yang relevan untuk pencegahan prostitusi digital dan 

penguatan nilai-nilai regulasi Islam modern. 

 

  

 
16 Sehatnegeriku. kemkes.go.id, berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan, 

Diakses 12 Juli, 2025, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/  

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20250621/3548107/berani-tes-berani-lindungi-diri-kemenkes-targetkan-eliminasi-hiv-dan-ims-tahun-2030/


 

  
 

7 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat tentang 

Prostitusi dalam Tafsir Al-Manar? 

2. Bagaimana analisis hermeneutika Gadamer terhadap Penafsiran 

Rashid Ridha mengenai prostitusi dalam Tafsir Al-Manar?  

3. Bagaimana relevansi penafsiran Rashīd Riḍā mengenai prostitusi 

modern di indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat 

tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār. 

2. Untuk menganalisis Penafsiran Rashīd Riḍā tentang Ayat-ayat 

Prostitusi menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer. 

3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Rashīd Riḍā terhadap 

prostitusi modern di indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

penelitian ini memberikan dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsih 

penting dalam memperluas cakrawala keilmuan Khususnya di 

bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, penelitian ini memperluas 
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pemahaman terhadap kontribusi Rashīd Riḍā melalui Tafsir Al-

Manār, terutama dalam membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan 

Prostitusi dengan pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer 

yang memberikan kerangka untuk melihat sebagai tafsir yang 

hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian 

menunjukan bahwa tafsir klasik dan modern dapat terus dikaji 

ulang dengan pendekatan kontekstual, sehinggah nilai-nilai dalam 

Al-Qur’an seperti keadilan, perlindungan martabat manusia dapat 

diterapkan sesuai perkembangan zaman. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini merujuk pada hasil atau 

kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak setelah 

penelitian ini diselesaikan.17 Secara spesifik, manfaat tersebut 

meliputi: 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu 

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

penulisan karya ilmiah sebagai bekal bila nantinya akan 

melakukan penelitian kembali dan memberikan wawasan 

tersendiri bagi peneliti mengkaji Prostitusi dan isu sosial 

yang berkaitan dengan nilai kemanusiaaan dan moralitas.  

  

 
17 UIN khas Jember, Pedoman penulisan karya  ilmiah, 2024, 47. 
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b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran moral 

dan sosial masyarakat terhadap bahaya Prostitusi, baik 

secara langsung maupun melalui media digital. Melalui 

penafsiran Rashīd Riḍā, isu Prostitusi dipahami bukan 

hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga persoalan moral 

dan agama. Penelitian ini juga menekankan pentingnya 

integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam untuk 

melindungi perempuan dan anak dari Prostitusi di era 

digital. 

c. Bagi Akademisi 

Bagi Akademisi, khususnya Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, penelitian ini dapat 

berfungsi sebagai sumber bacaan tambahan bagi 

mahasiswa. Sebagai nilai tambah, penelitian ini juga dapat 

mendorong munculnya diskusi-diskusi ilmiah yang 

mengangkat bagaimana Al-Qur’an mampu menjadi 

pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

modern secara kontekstual dan relevan, sebagaimana 

pendekatan yang digunakan oleh Rashīd Riḍā. 
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E. Definisi Istilah  

Untuk menghindari penafsiran ganda dan memastikan keseragaman 

pemahaman, istilah-istilah kunci dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Prostitusi 

Istilah prostitusi dalam penelitian ini merupakan konsep 

penting yang perlu dijelaskan dari sisi bahasa, istilah, dan pandangan 

para ahli agar pembahasan menjadi lebih terarah. Secara etimologis, 

kata prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostitutus 

yang berarti “menempatkan di muka umum” atau “menawarkan diri 

kepada publik” 18 

Prostitusi atau pelacuran merupakan praktik menjual jasa 

seksual sebagai bentuk transaksi yang ditukar dengan uang atau 

hadiah. Kegiatan ini termasuk dalam industri seks, sejajar dengan 

pornografi, tari telanjang, dan bentuk pekerjaan lain yang 

memanfaatkan aktivitas atau pertunjukan seksual untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi. 19 

2. Perspektif 

Perspektif secara bahasa berasal dari bahasa Latin perspectiva 

yang berarti “cara melihat” atau “sudut pandang”. Dalam bahasa 

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan 

 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses  pada 23 November, 2025, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id  
19 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution, diakses pada 23 November, 2025 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution
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perspektif sebagai “sudut pandang atau pandangan terhadap suatu 

masalah”.20 

Secara istilah, perspektif dipahami sebagai kerangka berpikir, 

asumsi, dan orientasi intelektual seseorang dalam memahami, menilai, 

dan menafsirkan suatu realitas. Menurut Thomas Kuhn, perspektif 

berkaitan erat dengan paradigma, yakni cara pandang yang 

memengaruhi penafsiran terhadap fakta dan realitas sosial.21 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk menyusun penelitian ini secara lebih terarah dan guna 

memperjelas tujuan yang hendak dicapai, diperlukan penyajian 

pembahasan yang tersusun secara sistematis. Oleh sebab itu, peneliti akan 

menyajikan runtutan pembahasan yang terstruktur dalam penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN.  

Dalam bab ini pembahasan mencakup konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah dan 

Uraian sistematika  penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini pembahasan meliputi: penelitian-penelitian terdahulu 

baik berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, yang meliputi beberapa 

penelitian tedahulu yang berkaitan dengan penelitin ini untuk menemukan 

 
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses  pada 22 desember, 2025 

https://kbbi.kemdikbud.go.id  
21 Wikipedia, diakses pada 22 desember, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectif/  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectif/
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kebaharuhan dari penelitian ini dan kajian Teori yang menjadi landasan 

pemikiran ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini pembahasan yang meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS: 

Dalam bab ini pembahasan meliputi: Menampilkan hasil 

pengumpulan data beserta pembahasannya, termasuk deskripsi objek 

penelitian dan temuan-temuan pustaka yang diolah secara analitis. 

BAB V Merupakan bagian penutup  

Dalam bab ini pembahasan meliputi dari keseluruhan pembahasan, 

Merangkum kesimpulan utama dan memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya, di bagian akhir dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan 

seluruh sumber yang mendukung penelitian ini.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan topik yang 

akan dikaji dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan 

dalam merumuskan arah dan fokus penelitian selanjutnya. Terdapat 5 kajian 

terdahulu yang telah membahas mengenai Fenomena Prostitusi. Dalam hal ini, 

peneliti akan mengacu dan mengutip beberapa penelitian yang relevan dengan 

pembahasan tentang Prostitusi, antara lain: 

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholeh Amin berjudul 

“Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi: 

Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh” (UIN KHAS 

Jember, 2022), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, 

Hasil penelitianya menunjukkan bahwa perundang-undangan, dan 

komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi mucikari diatur 

dalam KUHP dan UU TPPO, dengan ancaman pidana hingga 16 bulan 

penjara atau denda Rp15 juta, serta pidana 3–15 tahun dan denda Rp120–

600 juta menurut UU TPPO. Di Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 

memberikan sanksi ta‘zīr berupa 100 cambukan, denda 1.000 gram emas, 

atau penjara hingga 100 bulan. Hukum positif dan Qanun Aceh memiliki 
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tujuan yang sama, yakni memberikan efek jera, namun berbeda dalam 

mekanisme penerapan hukuman.22 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, 

yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena sebagai 

pelaku praktik prostitusi. Namun, keduanya berbeda dalam fokus 

kajiannya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perbandingan 

antara hukum positif dan hukum Islam dalam ranah legal-formal. 

sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-

Qur’an yang berkaitan dengan Prostitusi. 

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh 

berjudul “Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum 

Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)” (UIN Sunan Ampel, 

2023), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah yuridis normatif 

yakni penelitian yang bersumber melalui peraturan  perundang-undangan 

dan literatur hukum, Pasal 296 dan 506 KUHP adalah dasar hukum untuk 

menjerat mucikari, Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum 

terhadap mucikari diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 506 

menjatuhkan hukuman kurungan hingga satu tahun bagi pihak yang 

mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan. 

Sementara itu, Pasal 296 mengancam pidana penjara maksimal satu tahun 

empat bulan atau denda hingga Rp15.000 bagi yang memfasilitasi 

perbuatan cabul. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada 

 
22 Muhammad Sholeh Amin, Pemberian Sanksi pada Pelaku Mucikari dalam Tindak 

Pidana Prostitusi: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Qanun Aceh, (Skripsi Fakultas Syariah 

UIN KHAS Jember, 2022) 
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ketentuan khusus, mucikari tetap dikenai sanksi berupa ta‘zīr karena 

keterlibatannya dalam perbuatan zina, dengan hukuman ditetapkan oleh 

hakim atau pemerintah sesuai syariat.23 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, 

yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena 

Prostitusi dengan mennyoroti mucikari. Namun, keduanya berbeda dalam 

fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan tinjauan dari 

aspek hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan peneliti, lebih 

menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

Prostitusi. 

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nur Fadillah berjudul “Analisis 

Jarimah Ta’zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari Dalam Kasus 

Prostitusi Online Di Kabupaten Pirang (Studi Kasus:Putusan 

Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)” (IAIN Parepare, 2023),  Metode yang 

digunakan pada Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif pendekatan 

hukum normatif, Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan pidana 

terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online mempertimbangkan faktor 

yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah 

tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merendahkan 

martabat perempuan. Sementara itu, hal yang meringankan ialah terdakwa 

belum pernah dipidana, bersikap sopan di persidangan, serta menyesali 

perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin, terdakwa 

 
23 Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh, “Profesi Mucikari dalam Pandangan Hukum Islam 

dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)”, (Skripsi Jurusan Hukum 

Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2023) 



 

  
 

16 

mengakui perbuatannya dan didukung oleh delapan saksi serta barang 

bukti. Namun, belum ada regulasi rinci mengenai sanksi bagi pelaku 

prostitusi online, sehingga masih mengacu pada ketentuan umum. Sanksi 

bagi mucikari dikategorikan sebagai ta‘zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan 

oleh hakim sesuai kebijakan hukum Islam.24 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, 

yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena mucikari 

sebagai pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Namun, 

keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu 

menitikberatkan implementasi hukum pidana dalam ranah peradilan. 

Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-

Qur’an yang berkaitan dengan Prostitusi. 

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Wenny Eria Putri berjudul “Penerapan 

Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wlayah Hukum Polresta” 

(UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Metode yang digunakan pada 

Penelitian ini adalah Hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang 

dilakukan dilampangan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi 

pustaka mengenai penerapan hukum pidana mucikari, Hasil dari penelitian 

ini adalah: bahwa dalam kasus mucikari prostitusi online di wilayah 

Polresta Pekanbaru (perkara No. 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr), jaksa dan 

penyidik menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Namun, 

 
24 Nur Fadillah, Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Pertanggung Jawaban Mucikari 

Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kbupaten Pinrang (Studi Kasus: Putusan 

Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin), (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, 

2023) 
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penerapan pasal tersebut dianggap tidak tepat karena tidak sesuai dengan 

perbuatan terdakwa. Pasal yang seharusnya digunakan adalah Pasal 296 

dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketidaktepatan ini disebabkan oleh 

kurangnya analisis pasal, bukti yang belum cukup, rendahnya kualitas 

aparat penegak hukum, serta tidak dilakukannya gelar perkara sebagai 

evaluasi.25 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, 

yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena 

Prostitusi online. Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. 

Penelitian terdahulu menitikberatkan pendekatan hukum empiris untuk 

menilai efektivitas hukum positif terhadap mucikari. Sedangkan peneliti, 

lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan 

dengan Prostitusi. 

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Arni berjudul “Penerapan Sanksi 

Pidana bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah” (IAIN 

Parepare, 2024), Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah 

Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan buku-buku dan literarur yang berkaitan dengan tema yang 

dibahas, dengan pendekatan yuridis normatif, Hasil dari penelitian ini 

adalah: Mucikari dalam kasus prostitusi online dapat dikenai sanksi 

melalui Pasal 296 dan 506 KUHP, UU ITE No. 19 Tahun 2016, serta UU 

TPPO No. 21 Tahun 2007. Dalam fiqh jinayah, prostitusi termasuk pelaku 

 
25 Wenny Eria Putri, Penerapan Hukum Pidana Mucikari Prostitusi Online Di Wlayah 

Hukum Polresta, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) 
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jarimah taʿzīr yang dapat dijatuhi hukuman berat seperti cambuk, penjara, 

atau denda, demi menjaga moral dan ketertiban sosial. Selain itu, akal 

dipandang sebagai sarana memperoleh ilmu dan menjadi landasan sikap 

istiqamah dalam kebenaran, sehingga menjadi ciri khas manusia sebagai 

makhluk berpikir.26  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti, 

yakni sama dalam hal topik penelitian yaitu membahas fenomena 

Prostitusi sebagai pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online. 

Namun, keduanya berbeda dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu 

menitikberatkan pendekatan pada analisis hukum Islam melalui fikih 

jinayah. Sedangkan peneliti, lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat 

Al-Qur’an yang berkaitan dengan Prostitusi. 

 

Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan antara persamaan dan 

perbedaan pada penelitian terdahulu: 

Table 1 

 Persamaan dan perbedaan Kajian terdahulu 

 
26 ARNI,Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh 

Jinayah,Program Studi Hukum Pidana Islam, (Skripsi IAIN Pare-Pare, 2024) 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Muhammad Sholeh 

Amin (2022), 

berjudul “Pemberian 

Sanksi pada Pelaku 

Mucikari dalam 

Topik penelitian yaitu 

membahas fenomena 

Prostitusi. 

• Penelitian terdahulu 

lebih Fokus pada 

perbandingan antara 

hukum positif dan 

hukum Islam dalam 
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Tindak 

 Pidana Prostitusi: 

Analisis Komparatif 

Hukum Positif dan 

Qanun Aceh”  

kerangka legal-

formal.   

 

• Sedangkan penelitian 

saat ini berfokus 

penafsiran ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang 

Prostitusi 

2 Nur Lailatun 

Nuzulul Maghfiroh 

(2023), berjudul 

“Profesi Mucikari 

dalam Pandangan 

Hukum Islam dan 

Hukum Positif (Studi 

Implementasi Pasal 

296 & 506 KUHP)” 

Topik penelitian yaitu 

membahas fenomena   

Prostitusi. 

 

• Penelitian terdahulu 

lebih Fokus pada 

kajian yuridis dan 

perbandingan hukum    

 

• Sedangkan penelitian 

saat ini berfokus 

penafsiran ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang 

Prostitusi. 

 

3 Nur Fadillah (2023), 

berjudul “Analisis 

Jarimah Ta’zir 

Terhadap 

Pertanggung 

Jawaban Mucikari 

Dalam Kasus 

Prostitusi Online Di 

Kabupaten Pirang 

(Studi 

Kasus:Putusan 

Nomor.65/Pid.Sus/2

020/Pn.Pin)”  

Topik penelitian yaitu 

membahas fenomena 

mucikari sebagai 

pelaku yang terlibat 

dalam praktik 

prostitusi online. 

• Penelitian terdahulu 

lebih Fokus pada  

implementasi hukum 

pidana dalam ranah 

peradilan. 

 

• Sedangkan penelitian 

saat ini berfokus pada 

penafsiran ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang 

Prostitusi.     

4 Wenny Eria Putri 

(2023), berjudul 

“Penerapan Hukum 

Pidana Mucikari 

Prostitusi Online Di 

Wlayah Hukum 

Polresta”  

Topik penelitian yaitu 

membahas fenomena 

prostitusi online. 

• Penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

pendekatan hukum 

empiris untuk menilai 

efektivitas hukum 

positif terhadap 

Prostitusi. 

 

•  Sedangkan penelitian 

saat ini berfokus pada 

penafsiran ayat-ayat 
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Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada topik 

kajiannya. Namun, perbedaan utamanya terdapat pada pendekatan dan fokus 

penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya meninjau isu prostitusi dan 

mucikari dari perspektif hukum, sedangkan kajian tafsir terutama yang 

menggunakan Tafsir Al-Manār masih jarang dilakukan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg 

Gadamer untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan praktik 

Prostitusi melalui pandangan mufasir modernis, Rashīd Riḍā. Pendekatan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dan menghadapi 

Al-Qur’an tentang 

Prostitusi.  

 

5 Arni, (2024) 

berjudul “Penerapan 

Sanksi Pidana bagi 

Mucikari Prostitusi 

Online Perspektif 

Fiqh Jinayah”. 

Topik penelitian yaitu 

membahas fenomena 

prostitusi. 

• Penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

Pendekatan analisis 

hukum Islam melalui 

fikih jinayah. 

 

• Sedangkan saat ini 

berfokus pada 

penafsiran ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang 

Prostitusi.  
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persoalan eksploitasi seksual, prostitusi online, perdagangan orang dengan 

menitikberatkan pada nilai-nilai etika serta ajaran Al-Qur’an yang bersifat solutif 

dan membangun. 

B. Kajian Teori  

Kajian teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai fondasi 

konseptual untuk memahami dan menganalisis fenomena yang dikaji.27 Dalam 

penelitian ini, fokus analisis tertuju pada penafsiran Rashīd Riḍā terhadap 

Prostitusi dalam Tafsir Al-Manār, khususnya dalam konteks fenomena 

Prostitusi daring. Untuk memahami penafsiran tersebut secara mendalam dan 

kontekstual, digunakan teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer sebagai 

pendekatan utama.28 

Teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam karyanya Truth and 

Method (1960) menekankan bahwa memahami teks bukanlah proses teknis 

untuk menemukan makna masa lalu secara objektif, melainkan proses dialogis 

antara teks dan penafsir yang terjadi dalam konteks historis dan linguistik 

tertentu. Pemahaman, menurutnya, selalu bersifat historis dan terus bergerak 

melalui interaksi antara horizon penulis dan horizon pembaca. 29 

  

 
27 UIN khas Jember, Pedoman penulisan karya ilmiah, 2024, 47. 
28 Fahmy Farid Purnama, Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugar Kepongahan 

Metode, Irfani, Volume 01, Nomor 1, Januari–Juni, 2022, 5-10 
29 Agustinus Ryadi, Hans-Georg Gadamer Dan Fusi Horizon, Arete: Jurnal Filsafat Vol. 

12, No. 1 Tahun 2023, 93-94. 
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Langkah-Langkah Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya:  

1. Kesadaran sejarah 

Setiap penafsir menafsirkan teks dengan membawa latar 

belakang pengalaman, budaya, dan tradisi yang ia miliki.                              

Menurut Gadamer, setiap proses penafsiran selalu terjadi dalam 

konteks sejarah tertentu. Dengan kata lain, seorang penafsir tidak 

dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh sosial, budaya, 

dan intelektual pada zamannya. Kesadaran akan sejarah bukanlah 

hambatan dalam memahami teks, melainkan menjadi jembatan 

yang menghubungkan makna masa lalu dengan pemahaman masa 

kini pembaca.30  

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran historis digunakan 

untuk menelaah latar sosial dan historis Rashīd Riḍā sebagai 

seorang mufasir reformis pada awal abad ke-20. Beliau hidup pada 

masa kolonialisme dan kebangkitan dunia Islam, yang sangat 

memengaruhi cara pandangnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur’an, termasuk QS. An-Nūr ayat 24-25 beserta ayat 

pendukungnya. Melalui kesadaran tersebut, peneliti berusaha 

menempatkan penafsiran Rashīd Riḍā terhadap fenomena 

Prostitusi daring sebagai bentuk respons terhadap problem sosial 

pada zamannya sekaligus sebagai upaya membebaskan perempuan 

dari tekanan moral dan ekonomi. 

 
30 Za’farullah Jamaly  dkk, Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer  (Pemikiran 

Hermeneutika),  Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, 

April 2024, 4. 
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2. Pra-Pemahaman  

Prasangka adalah bagian dari pengalaman hidup manusia, 

karena pemahaman tidak mungkin terjadi tanpa pengalaman. 

Dalam hermeneutika, ini disebut lingkaran pemahaman. Gadamer 

berpendapat bahwa pra-pemahaman bukanlah hambatan dalam 

memahami teks, melainkan titik awal yang penting. Setiap penafsir 

membawa pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh pengalaman, 

tradisi, dan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam pandangan 

hermeneutika Gadamer, pemahaman terjadi melalui lingkaran 

hermeneutik yaitu: proses berulang antara pemahaman awal dan 

penemuan makna baru.31  

Dalam konteks penelitian ini, pra-pemahaman Rashīd Riḍā 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sebagai murid 

Muhammad ‘Abduh dan tokoh pembaru Islam. Semangat reformis 

tersebut membuatnya menafsirkan Al-Qur’an dengan menekankan 

nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan, terutama dalam isu-isu 

seperti perbudakan dan eksploitasi perempuan, termasuk pada 

penafsiran ayat tentang Prostitusi. 

3. Peleburan cakrawala (Fusion of horizons) 

Konsep utama dalam hermeneutika Gadamer adalah fusion of 

horizons atau perpaduan cakrawala, yaitu proses pertemuan antara 

pemahaman teks masa lalu dan perspektif pembaca masa kini. 

 
31 Za’farullah Jamaly  dkk, Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer  (Pemikiran 

Hermeneutika),  Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, 

April 2024, 4. 
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“Cakrawala” di sini mencakup seluruh pandangan, nilai, dan 

konteks yang membentuk cara seseorang memahami dunia. 

Penafsiran terjadi ketika cakrawala penulis dan pembaca saling 

berinteraksi, menghasilkan pemahaman baru yang lebih luas dan 

relevan.32  

Dalam konteks penelitian ini, fusion of horizons terjadi ketika 

peneliti mempertemukan pemikiran Rashīd Riḍā yang hidup di 

masa pascakolonial dengan semangat reformasi Islam dengan 

konteks masa kini yang diwarnai fenomena Prostitusi daring. 

Melalui pertemuan tersebut, nilai-nilai universal dalam Tafsir Al-

Manār, seperti keadilan, kesucian, dan penghormatan terhadap 

martabat manusia, dapat diaktualisasikan untuk membangun 

pemahaman yang kontekstual dengan realitas modern. 

4. Penerapan 

Tahap akhir dalam hermeneutika Gadamer adalah penerapan. 

Menurut Gadamer, pemahaman tidak cukup berhenti pada teori, 

tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata pembaca. 

Penerapan berarti menghidupkan kembali makna teks dalam 

konteks masa kini tanpa menghilangkan makna aslinya.33  

Dalam penelitian ini, penerapan dilakukan dengan 

menghubungkan penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 

 
32 Agustinus Ryadi, Hans-Georg Gadamer Dan Fusi Horizon, Arete: Jurnal Filsafat Vol. 

12, No. 1 Tahun 2023, 93-94 
33 Za’farullah Jamaly  dkk, Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer  (Pemikiran 

Hermeneutika),  LEKSIKON: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya Volume 2, Nomor 1, 

April 2024, 5. 
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24-25 beserta ayat pendukungnya, dengan kondisi sosial modern, 

khususnya fenomena Prostitusi daring. Nilai-nilai moral dalam 

Tafsir Al-Manār seperti larangan eksploitasi, penghormatan 

terhadap perempuan, dan tanggung jawab sosial dijadikan dasar 

etis untuk memahami serta menanggapi persoalan sosial di era 

sekarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna di balik 

fenomena yang dikaji secara mendalam, untuk menjelaskan secara 

mendalam Penafsiran Rashīd Riḍā tentang Prostitusi dalam Tafsir Al-

Manār. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menelusuri makna, 

konteks, dan ideologi yang terdapat dalam teks, sesuai prinsip dasar 

penelitian kualitatif yang bersifat induktif dan interpretatif.34 Melalui 

pendekatan ini, penelitian tidak hanya sekadar menggambarkan tafsir 

secara tekstual, tetapi juga memahami latar belakang, niatan, dan 

relevansinya terhadap kondisi sosial saat ini. 

Adapun pendekatan ini bersifat deskriptif-analisis bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek kajian, 

dalam hal ini adalah pandangan Rashīd Riḍā terhadap Prostitusi 

sebagaimana tertuang dalam tafsirnya. Sementara itu, pendekatan analitis 

mengacu pada upaya peneliti dalam mengeksplorasi, mengurai, dan 

mengkritisi pemikiran atau penafsiran Rashid Ridha dengan menggunakan 

teori-teori yang relevan, adapun teori yang digunakan yaitu Hermeneutika 

 
34 Abdul Fattah Nasution, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, (Bandung: CV. Harfa Creative, 

2023), 35. 
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Hans Georg Gadamer.35 Gabungan antara pendekatan deskriptif dan 

analisis memungkinkan peneliti tidak hanya memaparkan apa yang 

ditafsirkan oleh Rashīd Riḍā, tetapi juga menyelami alasan, latar belakang, 

dan relevansi tafsir tersebut dengan kondisi sosial masyarakat pada 

masanya maupun masa kini. 

 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui berbagai studi 

kepustakaan. Data tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Sumber primer  

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Al‑Qur’an 

dengan rujukan utama kitab Tafsir Al-Manār karya Rashīd Riḍā. 

Sumber ini menjadi inti penelitian karena menampilkan interpretasi 

asli dan konteks ekspresi pemikiran Rashīd Riḍā tentang Prostitusi. 

Dengan mengidentifikasi ayat-ayat relevan seperti: QS. An-Nisā’: 

19, QS. An-Nisā’: 24-25 (QS. An‑Nūr: 33, QS. An-Nūr: 2). 

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data 

pelengkap yang mendukung penelitian ini dan memliki relevansi 

dengan judul yang sedang diteliti data ini berasal dari penelitian 

sebelumnya, yang meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, 

kitab tafsir, artikel penelitian kontemporer, serta dokumen hukum 

 
35 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung:Cv. 

ALFABETA,2020), 45. 
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dan kebijakan yang berkaitan dengan Prostitusi. Seluruh sumber 

tersebut berperan dalam menjelaskan realitas sosial yang ada serta 

menempatkan tafsir Rashīd Riḍā dalam konteks pemikiran Islam 

modern.36 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan serangkaian 

langkah yang tersusun secara sistematis dan strategis untuk memperoleh 

informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

untuk pengumpulan data, Adapun Tahapannya meliputi menganalisis teks 

asli Tafsir Al-Manār yang berisi penafsiran Rashīd Riḍā terkait Prostitusi, 

mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan khususnya QS. An-Nūr ayat 24-

25 beserta ayat pendukungnya, serta mengkaji konteks ayat dalam tafsir 

tersebut secara menyeluruh. Selain itu, dilakukan penelusuran literatur 

pendukung berupa jurnal, buku, kitab tafsir klasik/kontemporer, dan 

artikel terkini untuk memperkaya analisis. Seluruh proses ini mengikuti 

prinsip studi pustaka deskriptif-analisis, yaitu dengan memaparkan isi teks 

secara cermat kemudian menganalisis kata, makna, serta konteks sosial-

historisnya.37 

 

  

 
36 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. 

ALFABETA,2020), 294. 
37 Abdul Fattah Nasution, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, (Bandung: CV. Harfa 

Creative,2023),  93. 
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D. Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan dalam teknik analisis data ini mengikuti model yang 

dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Tahap ini dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data 

yang dikumpulkan dari Tafsir Al-Manār dan referensi lainnya 

disaring berdasarkan keterkaitannya dengan isu Prostitusi. Data 

kemudian diklasifikasikan dan disederhanakan ke dalam tema-

tema pokok seperti: pemahaman Prostitusi dalam Islam, 

pendekatan moral dan hukum oleh Rashīd Riḍā, serta dimensi 

sosial-budaya dalam penafsirannya. Tujuannya adalah 

menyisihkan informasi yang tidak relevan dan fokus pada data 

yang mendukung analisis inti.38 

2. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian 

naratif yang terstruktur dan tematis. Penyajian ini memuat 

kutipan langsung dari Tafsir Al-Manār yang  relevan, diperkuat 

dengan literatur pendukung lain seperti tafsir klasik (al-

Qurṭubī, aṭ-Ṭabarī), karya keislaman, serta studi sosial-budaya 

yang membahas fenomena Prostitusi di kalangan umat Islam.39 

  

 
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. 

ALFABETA,2020), 320 
39 Sugiono, 321. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan secara 

induktif, yaitu berdasarkan temuan yang dianalisis selama 

proses penelitian. Interpretasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial Rashīd Riḍā 

sebagai tokoh pembaru. Peneliti kemudian merumuskan 

pandangan Ridha mengenai Prostitusi dalam bingkai hukum 

dan etika Islam, serta menilai relevansinya dengan kondisi 

masyarakat Muslim masa kini.40 

4. Validasi Data 

Untuk menjamin keabsahan temuan, digunakan teknik 

triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari 

Tafsir Al-Manār dengan tafsir lain yang otoritatif, serta literatur 

akademik modern. Selain itu, pendekatan historis dan 

sosiologis juga diterapkan untuk memastikan bahwa 

pemahaman tafsir tidak terlepas dari latar belakang sosial 

pemikiran Rashīd Riḍā. Dengan demikian, hasil penelitian 

menjadi lebih menyeluruh, valid, dan kontekstual.41 

5. Keabsahan Data  

Bagian keabsahan data mencakup sejumlah langkah yang 

dilakukan peneliti selama proses penelitian. Berbagai teknik 

digunakan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan 

 
40 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. 

ALFABETA,2020), 320. 
41 Sugiono, 322. 
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dapat dipercaya. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan data 

yang lebih akurat melalui informasi tambahan, khususnya dari 

pembacaan teks Al-Qur’an, kitab, dan literatur yang membahas 

ayat tentang Prostitusi.42 

Selain itu, langkah ini juga menuntut peningkatan ketelitian 

peneliti agar pengamatan dilakukan dengan lebih cermat, 

sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan sesuai 

dengan temuan yang diperoleh. 

 
42 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. 

ALFABETA,2020), 323-325. 



 
 

32 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Biografi Rashīd Riḍā dan Kitab Tafsir Al-Manar 

1. Latar Belakang Keluarga Rashīd Riḍā 

Rashīd Riḍā memiliki nama lengkap Syaikh Muḥammad Rashīd 

Riḍā bin al-Sayyid ‘Alī Riḍā bin al-Sayyid Muḥammad Syamsuddīn 

bin Muḥammad Bahā’uddīn bin al-Sayyid ‘Alī Khalīfah al-Baghdādī. 

Ia lahir di desa al-Qalamūn pada tanggal 27 Jumādil Ūlā 1282 H, 

bertepatan dengan 23 September 1865 M. Desa tersebut terletak di 

wilayah pesisir Lebanon, sekitar empat kilometer dari kota Tripoli, 

Suriah, dan berdekatan dengan pegunungan Libanon. 43 

Ayahnya bernama al-Sayyid ‘Alī Riḍā al-Ḥusainī al-Ḥasanī, 

sedangkan ibunya bernama Fāṭimah. Keluarga Rashīd Riḍā merupakan 

keturunan (dhuriyyah) yang memiliki nasab langsung dengan Ḥusain 

bin ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Fāṭimah al-Zahrāʾ, putri Rasulullāh. Oleh 

sebab itu seluruh anggota keluarganya menggunakan gelar “al-Sayyid” 

di depan nama mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nasab 

keturunan tersebut. Adapun gelar “as-Syaikh” menunjukkan bahwa 

keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius, berakhlak mulia, 

dan mencintai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan.44 

 

 
43 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Januari, 2022, 8. 
44 Jubair Situmorang, 9. 
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2. Latar belakang Pendidikan Rashīd Riḍā 

Rashīd Riḍā lahir dalam keluarga yang menjunjung tinggi 

pendidikan. Sejak kecil ia belajar Al-Qur’an, menulis, dan berhitung di 

kuttab, lalu melanjutkan ke madrasah tradisional di desanya, di mana 

ia mempelajari Al-Qur’an, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu dasar 

keislaman. Setelah itu, ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah al-

Rasyīdiyyah di Tripoli, namun berhenti karena menilai metode 

pengajarannya lebih berorientasi pada kebutuhan administrasi 

pemerintah daripada pengembangan ilmu Islam, serta terlalu 

dipengaruhi sistem pendidikan Barat.45 

Pada 1299 H/1882 M, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di 

Madrasah al-Waṭaniyyah al-Islāmiyyah yang didirikan Ḥusain al-Jisr 

sebagai alternatif bagi sekolah-sekolah asing. Di lembaga ini, Rashīd 

Riḍā mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Prancis, serta memperoleh 

pengenalan terhadap ilmu pengetahuan modern.46 

Rashīd Riḍā dikenal sebagai pelajar yang tekun dan memiliki 

semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Gurunya, Syaikh Ḥusain al-Jisr, 

memberikan perhatian khusus kepadanya karena kecerdasan dan 

ketekunannya. Sebelum keruntuhan pemerintahan Turki ‘Utsmānī, ia 

memperoleh ijazah pada tahun 1315 H/1895 M dalam bidang ilmu-

ilmu agama, ilmu umum, dan filsafat. Hubungan antara Rashīd Riḍā 

dan gurunya tetap terjalin erat. Melalui Ḥusain al-Jisr, ia diperkenalkan 

 
45 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994),   

60. 
46 M. Quraish Shihab, 60. 
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dengan pemikiran-pemikiran modern yang rasional dan progresif, yang 

kemudian sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap Islam dan 

modernitas 47 

Selain Ḥusain al-Jisr, ia berguru kepada sejumlah ulama seperti: 

Syaikh Maḥmūd Nasyabah (hadis) seorang ahli di bidang hadis yang 

mengajarnya sampai tuntas dan memperoleh ijazah ahli hadis, Syaikh 

Muḥammad al-Qawijīy yang mengajarkan salah satu kitab karanganya 

tentang hadis dan ‘Abd al-Ghanī ar-Rāfi‘ sebagai guru yang 

mengajarkan salah satu kitab hadis dari Al-Syaukhani yaitu: Nail Al-

Authar. 48  

Pemahamannya semakin berkembang setelah membaca tulisan-

tulisan Jamāluddīn al-Afghānī dalam majalah al-‘Urwah al-Wuṯqā. 

Meski tidak sempat berguru langsung kepada al-Afghānī, Rashīd Riḍā 

bertemu Muḥammad ‘Abduh pada 1312 H/1904 M, yang kemudian 

menjadi gurunya. Kekaguman Rasyid Riḍa kepada Muhammad Abduh 

semakin kuat setelah Abduh kembali ke Beirut pada 1885. Pertemuan 

pertama mereka di Tripoli memberi kesempatan bagi Ia untuk 

menanyakan tafsir terbaik menurut gurunya, yang kemudian menunjuk 

 
47 Jubair Situmorang, Pembaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), CV. Literasi Nusantara Abadi Malang, Januari, 2022, 10 
48 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 

61. 
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Tafsīr al-Kasysyāf karena ketelitian bahasa dan keunggulan 

sastranya.49  

Meski Rashīd Riḍā menyoroti unsur Mu‘tazilah, gurunya menilai 

pembaca Ahlusunah dapat memahaminya secara selektif. Pertemuan 

kedua pada 1312 H/1894 M kembali berlangsung di Tripoli, dan Ia 

memperoleh penjelasan lebih luas mengenai berbagai persoalan 

keagamaan. Pada 1897 M, Rashīd Riḍā pindah ke Mesir untuk belajar 

langsung Gurunya Muhammad Abduh, Pertemuan ketiga pada 23 

Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M di Kairo mendorong Rashīd Riḍā 

untuk merencanakan penerbitan majalah yang membahas isu sosial, 

budaya, dan keagamaan. Abduh  dan terlibat aktif dalam diskusi, 

dakwah, serta penulisan.50  

Pada 1898 M, Rashīd Riḍā mendirikan majalah al-Manār, yang 

menjadi wadah penting bagi gagasan pembaruan Islam melalui tulisan-

tulisan tafsir, pemikiran sosial, dan kajian keagamaan. Setelah 

wafatnya gurunya pada 1905 M, ia sempat kembali ke Damaskus, lalu 

kembali lagi ke Mesir lagi untuk mendirikan Madrasah ad-Da‘wah wa 

al-Irsyād. Ia juga melakukan perjalanan ke Suriah, Eropa, dan Asia 

dalam rangka menyebarkan gagasan reformasi Islam.51Pada 1920 M, ia 

kembali menetap di Kairo dan terus aktif dalam pendidikan, dakwah, 

 
49 Fitria Kartika dkk, Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, 

Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran), Jurnal Pendidikan Tambusai Volume9 nomor 1, 

2025, 6818. 
50 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), h. 

63-64 
51 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Januari, 2022,  h. 11 
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dan penulisan hingga wafat pada 23 Jumadil Ula 1354 H/22 Agustus 

1935 M. Ia dimakamkan di Kairo, Mesir.52  

 

3. Karya-Karya Rashīd Riḍā 

Rashīd Riḍā dikenal sebagai seorang jurnalis, tetapi ia juga 

merupakan penulis yang sangat produktif. Beberapa karya pentingnya 

antara lain: 

a. Tafsir Al-Qur’an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar 

b. al-Waḥy al-Muḥammadī 

c. Al-Ḥikmah Asy-Syar‘iyyah fī Muḥākamat ad-Dādiriyyah wa 

ar-Rifā‘iyyah  

d. Tārīkh al-Ustādż al-Imām al-Syaikh Muhammad Abduh 

e. Nidā’ li al-Jins al-Laṭīf 

f. Al-Waḥdah al-Islāmiyyah 

g. Zikra Al-Maulid An-Nabawi. 

h. Risalatu Hujjah Al-Islam Al-Ghazali. 

i. Al-Sunnah wa Al-Syi'ah. 

j. Al-Wahdah Al-Islamiyah. 

k. Haqiqah Al-Riba.  

l. Al-Khilafah53 

 

  

 
52 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994),  

66 
53 M. Quraish Shihab, 65. 
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4. Mengenal Tafsir Al-Manar dan Karakteristiknya 

Tafsir Al-Qur’an al-Ḥakīm, yang lebih dikenal sebagai Tafsir Al-

Manār, merupakan salah satu karya tafsir yang menggabungkan 

riwayat-riwayat sahih dengan analisis rasional. Tafsir ini menekankan 

hikmah syariat dan menjelaskan bagaimana hukum-hukum Allah 

diterapkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, tafsir ini menampilkan 

fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh umat serta 

membandingkan ajarannya dengan kondisi umat Islam modern yang 

dianggap telah menjauh dari tuntunan tersebut, berbeda dengan para 

salaf yang tetap berpegang teguh pada hidayah.54 

Tafsir Al-Manār disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, 

tanpa penggunaan istilah teknis yang rumit, sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat awam namun tetap mampu memenuhi kebutuhan 

intelektual para cendekiawan. Pada dasarnya, tafsir ini merupakan hasil 

gagasan tiga tokoh pembaru: Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syaikh 

Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rashīd Riḍā. Al-Afghani 

menanamkan ide-ide pembaruan kepada muridnya, Muhammad Abduh. 

Gagasan tersebut kemudian diolah oleh Abduh dan disampaikan 

melalui pengajarannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Rashīd 

Riḍā, sebagai murid sekaligus sahabatnya, menghimpun seluruh 

 
54 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 67 



 

  
 

38 

pemikiran Abduh dan menuliskannya dalam bentuk ringkasan dan 

penjelasan yang sistematis.55 

Tulisan-tulisan tersebut kemudian diterbitkan secara berkala dalam 

majalah Al-Manār yang dipimpin oleh Ridha, dengan judul Tafsir Al-

Qur’an al-Ḥakīm: Tafsir al-Manār. Abduh hanya sempat 

menyampaikan tafsirnya dari Surah Al-Fātiḥah hingga Surah An-Nisā’ 

ayat 125. Setelah itu, Rashīd Riḍā melanjutkan penafsiran hingga Surah 

Yusuf ayat 52 dengan tetap mengikuti metode dan prinsip gurunya. 

Oleh karena sebagian besar isinya ditulis oleh Rashīd Riḍā, tafsir yang 

terdiri atas 12 jilid ini lebih tepat disandarkan kepadanya. Ia tidak hanya 

menafsirkan lebih banyak ayat dan halaman, tetapi juga menyisipkan 

pendapat pribadinya yang ditandai dengan kata aqūlu  pada beberapa 

bagian, termasuk dalam penafsiran Surah Al-Fātiḥah, Al-Baqarah, dan 

An-Nisā’.56 

Metode Penafsiran dalam Tafsir Al-Manār menggunakan 

pendekatan adabī ijtimā‘ī (sastra-sosial), yaitu metode tafsir yang 

menekankan penggunaan bahasa yang jelas, penyampaian makna ayat 

sesuai konteks sosial, serta fokus pada nilai-nilai moral dan 

kemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan menjadikan Al-Qur’an 

sebagai pedoman yang praktis dan mampu menjawab tantangan zaman. 

Melalui metode ini, para mufasir tidak hanya menguraikan makna 

 
55 M. Quraish Shihab, 67-68. 
56 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 68 
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bahasa dan hukum, tetapi juga menggali pesan-pesan etis dan solusi 

sosial yang dibutuhkan masyarakat modern.57 

Muhammad Abduh menekankan pentingnya menghidupkan 

kembali semangat keagamaan yang rasional dan progresif. Karena itu, 

tafsir ini menghindari perdebatan teologis yang berlarut-larut, cerita-

cerita israiliyat, dan interpretasi yang tidak memiliki dasar kuat. Prinsip 

ini kemudian diteruskan oleh Rashīd Riḍā, yang menyeimbangkan 

antara rasionalitas Abduh dan kehati-hatian dalam menggunakan 

riwayat.58 

 

B. Penafsiran ayat-ayat  Prostitusi dalam Tafsir Al-Manar 

Dalam konteks kajian tentang prostitusi, Tafsir Al-Manār 

menyebutkan istilah prostitusi terutama ketika menafsirkan Surah An-Nūr 

ayat 33. Selain itu, pada penafsiran Surah An-Nisā’ ayat 25 ditemukan 

istilah  ِالْبِغَاء dan    َِالز ن , yang merujuk pada praktik pelacuran, perbuatan keji, 

dan zina. Ayat-ayat tersebut juga berkaitan dengan isu pemaksaan budak 

perempuan untuk melacur, larangan melakukan perbuatan zina, larangan 

eksploitasi, serta pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an sebagai upaya 

pencegahan prostitusi. 

 
57 Fitria Kartika dkk, Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, 

Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran), Jurnal Pendidikan Tambusai Volume9 nomor 1, 

2025,  6816-6817. 
58 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 

69. 
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Berdasarkan hal itu, penulis mengidentifikasi sejumlah ayat yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan tema prostitusi untuk dianalisis 

dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut meliputi: QS. An-Nisā’ ayat 

19, QS. An-Nisā’ ayat 24-25, yang di dalam penafsirannya juga 

memuat QS. An-Nūr ayat 2 dan QS. An-Nūr ayat 33. 

 

1. Eksploitasi Seksual terhadap perempuan: Surat An Nisa ayat 19 

النِ سَاۤءَ كَرْهًاۗ  ترَثِوُا  انَْ  لَكُمْ  يََِلُّ  لََ  اٰمَنُ وْا  ال ذِيْنَ  يَ ُّهَا  مَاا    يٰاٰ ببَِ عْضِ  لتَِذْهَبُ وْا  تَ عْضُلُوْهُن   وَلََ 
فاَِنْ كَرهِْتُمُوْهُن   بِِلْمَعْرُوْفٍِۚ  وَعَاشِرُوْهُن   مُّبَ يِ نَةٍٍۚ  بفَِاحِشَةٍ  تِْيَْْ  يَّ  انَْ  اِلَ ا  تُمُوْهُن   انَْ  اٰتَ ي ْ فَ عَساٰى   

ُ فِيْهِ خَيْْاً كَثِيْْاً  ۝١٩ تَكْرَهُوْا شَيْ  اً و يََْعَلَ اللّٰ 

Artinnya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila 

mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka 

dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, 

(bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.s 

An-Nisa’ ayat 19) 59 

Pada ayat ini di dalamnya menjelaskan tentang perilaku buruk para 

wali pada masa jahiliyyah yang dijelaskan pada ayat 19. Ayat ini datang 

untuk melarang menghapus praktik-praktik jahiliah yang menindas 

perempuan, khususnya tradisi menjadikan perempuan sebagai objek 

warisan dan menahan mereka tanpa hak. 

  

 
59 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 80. 
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Dalam Tafsir Al-Manār mengatakan:"  

  ال ذِينَ آمَنُوا لََ يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِ سَاءَ كَرْهًا أَيْ لََ يََِلُّ لَكُمْ أيَ ُّهَا ال ذِينَ خَرَجُوا مِنَ  يَٰأيَ ُّهَا
االشِ رْكِ وَتَ قَاليِدِهِ الْْاَئرِةَِ وَآمَنُوا بِِلِله وَبِاَ أنَْ زَلَ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْتَمِرُّو   

فَ تَجْعَلُوهُن  مِيْاَثًً لَكُمْ كَالَْْمْوَالِ، وَالْعُرُوضِ،  عَلَى سُن ةِ الْْاَهِليِ ةِ فِ هَضْمِ حُقُوقِ النِ سَاءِ    

مَنْ يََوُتُ مِنْ أقَاَربِهِِ، وَالْعَبيِدِ، وَتَ تَصَر فُوا بِِِن  كَمَا تَشَاءُونَ، فإَِنْ شَاءَ أَحَدكُُمْ تَ زَو جَ امْرَأةََ   
 وَإِنْ شَاءَ زَو جَهَا غَيْْهَُ، وَإِنْ شَاءَ أمَْسَكَهَا وَمَنَ عَهَا الز وَاجَ، وَذَلِكَ هُوَ الْعَضْلُ الْْتِ ذكِْرهُُ."

 “Tidak halal bagi kalian wahai orang-orang yang telah 

meninggalkan kemusyrikan dan tradisi-tradisinya yang zalim, dan 

beriman kepada Allah serta wahyu yang diturunkan kepada 

Rasulnya untuk tetap mengikuti kebiasaan jahiliah dalam 

merampas hak-hak perempuan, lalu menjadikan mereka sebagai 

warisan bagi kalian layaknya harta, barang, atau budak kemudian 

kalian bebas memperlakukan mereka semaunya. Jika salah seorang 

dari kalian menghendaki, ia menikahi perempuan yang 

ditinggalkan kerabatnya yang meninggal jika ia mau, ia 

menikahkannya kepada orang lain dan jika ia mau, ia menahannya 

dan melarangnya menikah. Inilah yang disebut adḷl (menghalangi 

perempuan), yang akan disebutkan berikutnya.” 60 

 

Dalam Kutipan tersebut, Rashīd Riḍā menegaskan bahwa orang-

orang yang telah meninggalkan kemusyrikan dan tradisi zalimnya, serta 

beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya, 

tidak dibenarkan lagi mempertahankan kebiasaan jahiliah. Salah satu 

kebiasaan tersebut adalah merampas hak-hak perempuan dengan 

memperlakukan mereka sebagai harta warisan, sebagaimana barang atau 

budak, sehingga laki-laki merasa berhak sepenuhnya atas diri perempuan 

tersebut. 

Dalam praktik jahiliah itu, seorang laki-laki bebas menentukan 

nasib perempuan yang ditinggalkan kerabatnya yang meninggal: ia dapat 

 
60 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), 453. 
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menikahinya jika menghendaki, menikahkannya dengan orang lain, atau 

menahannya dan melarangnya menikah sama sekali. Menurut Rashīd 

Riḍā, tindakan menahan dan melarang perempuan untuk menentukan 

kehidupannya inilah yang disebut sebagai ‘aḍl (penghalangan), yang 

selanjutnya akan dijelaskan dalam lanjutan ayat. 

Mengutip pendapat Rashīd Riḍā dalam tafsirnya menyatakan: 

مَامُ قاَلَ: ليَْسَ مَعْنََ الْعَ  ضْلِ هُناَ مَا وَخَص  الْْيةََ فِ الِْْلََلَيِْْ بِِلْمَنْعِ مِنَ الز وَاجِ، وَرَد هُ الُْْسْتاَذُ الِْْ  
عَليَْهِن   مِنْ أنَ ه الْمَنْعُ مِنْ زَوَاجُِ  الْغَيِْْ بَلْ مَعْناَهُ لََ تُضَارُّوهُن ، وَلََ تُضَيِ قُوا قاَلهَُ الْمُفَسِ رُ )الَْْلََلُ(   

 ليَِكْرَهْنَكُمْ، وَيَضْطَررِْنَ إِلََ الَِفْتِدَاءِ مِنْكُمْ 
“Dalam Tafsir al-Jalālayn, ayat ini dikhususkan maknanya pada 

larangan menikah (yakni melarang perempuan untuk menikah 

dengan orang lain). Namun penafsiran tersebut ditolak oleh al-

Ustadz al-Imam, beliau berkata: Makna al-‘aḍl (penghalangan) 

dalam ayat ini bukanlah seperti yang dikatakan oleh mufasir (al-

Jalāl), yaitu larangan menikah dengan pihak lain. Akan tetapi, 

maknanya adalah: janganlah kalian menyakiti mereka dan jangan 

pula menyempitkan kehidupan mereka sehingga mereka membenci 

kalian dan terpaksa menebus diri dari kalian.” 61 

Dalam kutipan tersebut, Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār 

memberikan kritik terhadap penafsiran Tafsir al-Jalālayn yang membatasi 

makna al-‘aḍl pada larangan menikah, yakni tindakan seorang wali atau 

suami yang menghalangi perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain. 

Menurut Rashīd Riḍā, pemaknaan tersebut terlalu sempit dan tidak 

sepenuhnya mencerminkan maksud ayat. Ia menegaskan bahwa al-‘aḍl 

dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan menikah, tetapi 

mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti perempuan dan 

 
61 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), 455. 
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mempersempit ruang hidup mereka. Bentuk penghalangan ini dapat berupa 

tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, atau sikap sewenang-wenang 

yang membuat perempuan merasa tertekan dan tidak nyaman dalam 

kehidupannya. 

Lebih lanjut, Rasyid Riḍā menjelaskan bahwa praktik semacam ini 

sering kali bertujuan untuk memaksa perempuan agar membenci suaminya 

atau walinya, sehingga mereka terdorong untuk menebus diri (iftidā’) 

dengan cara memberikan harta atau hak tertentu demi memperoleh 

kebebasan. Oleh karena itu, larangan dalam ayat tersebut harus dipahami 

sebagai kecaman terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi 

seksual terhadap perempuan, bukan semata-mata larangan menghalangi 

pernikahan secara formal. 

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Riḍā dalam tafsirnya 

menyatakan: 

مَامُ: رُوِيَ عَنْ بَ عْضِ مُفَسِ ريِ الس لَفِ أَن  الْفَاحِشَةَ هُناَ هِيَ الز نَِ، وَعَنْ بَ عْضِهِمْ أَ  اَ الُْْسْتاَذُ الِْْ نَّ   
اَ الْفُحْشُ بِِلْقَوْلِ. وَالص وَابُ عَدَمُ تَ عْييِنِهَا وَتََْصِيصِهَا بَِِحَدِ هَذِهِ الْْمُُورِ  النُّشُوزُ، وَعَنْ بَ عْضِهِمْ   أَنَّ   

اَ مِنَ الْْمُُورِ الْفَاحِشَةِ الْمَمْقُوتَةِ عِنْدَ الن اسِ   فَ تَصْدُقُ بِِلس رقَِةِ  بَلْ تَ ب ْقَى عَلَى إِطْلََقِهَا أيَْضًا، فإَِنَّ   
 “Al-Ustadz al-Imām berkata: Diriwayatkan dari sebagian mufasir 

salaf bahwa fāḥisyah di sini berarti zina; dari sebagian lainnya 

bahwa ia berarti nusyūz; dan dari sebagian lagi bahwa ia berarti 

ucapan yang keji. Pendapat yang tepat adalah tidak membatasi 

makna fāḥisyah pada salah satu perkara tersebut. Biarkan ia tetap 

dalam makna umumnya, sehingga ia dapat mencakup pencurian 
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juga, karena pencurian termasuk perbuatan keji yang dibenci 

manusia.” 62 

Dalam kutipan tersebut, Gurunya menjelaskan bahwa para mufasir 

generasi awal berbeda pendapat dalam memahami makna fāḥisyah pada 

ayat ini. Sebagian menafsirkannya sebagai zina, sebagian memaknainya 

sebagai nusyūz, dan sebagian lagi sebagai ucapan yang keji. Namun, 

menurut Rashīd Riḍā, makna fāḥisyah tidak seharusnya dibatasi pada salah 

satu perbuatan tersebut saja. Ia menegaskan bahwa istilah tersebut sengaja 

digunakan dalam makna yang umum, sehingga mencakup segala 

perbuatan keji yang dibenci oleh manusia. Oleh karena itu, perbuatan 

seperti pencurian pun termasuk dalam cakupan fāḥisyah, karena ia 

merupakan tindakan tercela yang secara moral ditolak oleh masyarakat. 

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Riḍā dalam tafsirnya 

mengatakan: 

مَامُ الْمَدَارَ فِ الْمَعْرُوفِ عَلَى مَا تَ عْرفِهُُ الْمَرْأةَُ وَلََ تَسْتَ نْكِرهُُ، وَمَا يلَِ  يقُ بهِِ وَبِِاَ  وَجَعَلَ الُْْسْتاَذُ الِْْ
. بَِِسَبِ طبََ قَتِهِمَا فِ الن اسِ، وَقَدْ أَشَرْنَ إِلََ ذَلِكَ   

“Al-Ustadz al-Imam menjadikan tolok ukur al-ma‘rūf pada sesuatu 

yang dikenal dan dapat diterima oleh perempuan, tidak ia anggap 

asing atau tercela, serta pada hal-hal yang pantas baginya dan bagi 

laki-laki tersebut sesuai dengan kedudukan sosial mereka di tengah 

masyarakat. Dan sungguh, kami telah menyinggung hal itu 

sebelumnya.” 63 

 Penegasan berikutnya, “wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf,” Muhammad 

Abduh menjelaskan bahwa ukuran al-ma‘rūf tidak ditentukan secara 

 
62 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), 457. 
63 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), 460. 
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sepihak oleh laki-laki, tetapi harus merujuk pada sesuatu yang dikenal, 

dipahami, dan dapat diterima oleh perempuan, serta tidak dianggap asing 

atau tercela menurut kebiasaan yang berlaku. Al-ma‘rūf juga mencakup 

hal-hal yang layak dan pantas bagi kedua belah pihak, baik perempuan 

maupun laki-laki, dengan mempertimbangkan kedudukan sosial dan 

kondisi mereka di tengah masyarakat. Dengan demikian, al-ma‘rūf 

berfungsi sebagai standar keadilan dalam relasi rumah tangga yang bersifat 

kontekstual dan tidak kaku. 

Kesimpulanya Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nisā’ [4]: 

19 dalam Tafsir al-Manār sangat relevan dengan konteks penelitian 

prostitusi, karena ayat ini dipahami sebagai kecaman terhadap segala 

bentuk penindasan, penguasaan, dan eksploitasi terhadap perempuan. 

Rasyid Riḍā menafsirkan larangan al-‘aḍl secara luas, tidak terbatas pada 

penghalangan pernikahan, tetapi mencakup tekanan psikologis, pemaksaan 

ekonomi, dan eksploitasi seksual yang merampas kebebasan perempuan. 

Pemaknaan fāḥisyah yang bersifat umum serta prinsip mu‘āsyarah bil-

ma‘rūf menegaskan bahwa praktik prostitusi bertentangan dengan nilai 

keadilan, martabat, dan relasi kemanusiaan yang ditekankan Al-Qur’an.  

2. Ekploitasi seksual Nikah Mut’ah: QS. An Nisa ayat 24 

 وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِ سَاۤءِ  اِلَ  مَا مَلَكَتْ ايََْاَنكُُمْ ٍۚ كِتٰبَ اللّٰ ِ عَلَيْكُمْ ٍۚ وَاحُِل  لَكُمْ م ا وَراَۤءَ ذٰلِكُمْ  
تَ غُوْا بِِمَْوَالِكُمْ مُُّّْصِنِيَْْ غَيَْْ مُسٰفِحِيَْْ ۗ فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِ مِن ْهُن  فاَٰتُ وْهُن  اجُُوْ   رَهُن  فَريِْضَةً انَْ تَ ب ْ  

تُمْ بهِ مِنْْۢ بَ عْدِ الْفَريِْضَةِۗ اِن  اللّٰ َ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَ رَاضَي ْ ۗۗ ۝ ٤  
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Artinya: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan 

(tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas 

kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang 

demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) 

untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang 

telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka 

imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada 

dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan 

sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s An-Nisa’ ayat 24) 64 

Ayat ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi 

yaitu wanita yang masih bersuami, kecuali hamba sahaya atau budak yang 

dimiliki dari hasil peperangan(dengan syarat tertentu) dan juga 

menegaskan kewajiban memberikan mahar (mas kawin) kepada wanita 

yang dinikahi sah. Didalamnya menjelaskan tentang hukum pernikahan 

yaitu: diharamkan menikahi wanita bersuami kecuali budak perempuan 

yang dimiliki, juga penegasan bahwa dihalalkan menikahi wanita lain 

asalkan dengan niat pernikahan yang sah bukan untuk berzina.  

Dalam Tafsir Al-Manar mengatakan:  

  الْْدَ اتُ، الْْمُ هَاتِ  فِ  فَدَخَلَ  بَ عْضَهُ، الْمُحَر مَاتِ  مِنَ  صِنْفٍ  كُلِ    مِنْ  ذكََرَ  قَدْ  تَ عَالََ  اللهَ  فإَِن  
وَالْمُطلَ قَةِ  الْمُشْركَِاتِ  كَتَحْريِِ   أُخْرَى آيَٰتٍ  مِنْ  يُ ؤْخَذُ  وَبَ عْضُهَا إِلََْ، الَْْوْلََدِ  بَ ناَتُ  الْبَ ناَتِ  وَفِ   

  بَ ي  نَ تْهُ  مُُْمَلٌ  الْمُحَر مَاتِ  مِنَ  هُناَ ذكُِرَ  مَا إِن  : يُ قَالُ  وَقَدْ  الْبَ قَرةَِ، سُورةَِ  فِ  مُطلَِ قِهَا عَلَى ثَلََثًً  
   .الْْاَهِليِ ةِ  فِ   شَائعًِا وَاقِعًا كَانَ   أنَ هُ  ذكُِرَ  مَا عَلَى الن صِ   فِ  وَالسِ رُّ  السُّن ةُ،

 

 “Sesungguhnya Allah Ta‘ala hanya menyebutkan sebagian 

dari setiap jenis perempuan yang diharamkan, sementara yang 

lainnya tercakup secara implisit. Maka, penyebutan ibu-ibu 

mencakup pula nenek-nenek, penyebutan anak perempuan 
 

64Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 82. 
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mencakup cucu perempuan dari anak-anak, dan seterusnya. 

Sebagian larangan lainnya dipahami dari ayat-ayat lain, seperti 

pengharaman perempuan musyrik dan pengharaman perempuan 

yang telah ditalak tiga terhadap suami yang menceraikannya, 

sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah, bisa juga 

dikatakan bahwa larangan-larangan yang disebutkan di sini bersifat 

global, sedangkan perinciannya dijelaskan oleh Sunnah. Adapun 

rahasia mengapa nash Al-Qur’an secara tegas menyebutkan jenis-

jenis  yang disebutkan itu adalah karena praktik-praktik tersebut 

memang nyata dan umum terjadi pada masa Jahiliah.” 65 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa Al-Qur’an dalam ayat ini hanya 

menyebutkan sebagian jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, 

sementara jenis-jenis lainnya telah tercakup secara tidak langsung. 

Misalnya, penyebutan ibu mencakup pula nenek, dan penyebutan anak 

perempuan mencakup cucu perempuan dari jalur anak. Adapun larangan-

larangan lain dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur’an yang berbeda, seperti 

larangan menikahi perempuan musyrik dan larangan kembali menikahi 

istri yang telah ditalak tiga, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-

Baqarah.  

Selain itu, larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini juga 

dapat dipahami sebagai larangan yang bersifat global, sementara 

perinciannya dijelaskan oleh Sunnah. Menurut Rashīd Riḍā, penyebutan 

jenis-jenis perempuan tertentu secara tegas dalam Al-Qur’an memiliki 

alasan historis, yaitu karena praktik-praktik tersebut memang banyak dan 

nyata terjadi pada masa Jahiliah. 

Mengutip pendapat dalam Rashīd Riḍā tafsirnya menyatakan: 

 
65 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 7. 
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ينِ، لََ سِي مَا إِذَا كَانَ الن ظْمُ وَالُْْسْلُوبُ يََّْبَِهُ كَمَا هُنَا،  ةً فِ الدِ  فإَِن   وَفَ هْمُ الص حَابِِ  ليَْسَ حُج 
حْصَانَ دُونَ الْمُسَافَحَةِ، بَلْ يَكُونُ قَصْدُهُ الَْْو لُ   الْمُتَمَتِ عَ بِِلنِ كَاحِ الْمُوَق تِ لََ يَ قْصِدُ الِْْ
 الْمُسَافَحَةَ، فإَِنْ كَانَ هُناَكَ نَ وْعٌ مَا مِنْ إِحْصَانِ نَ فْسِهِ وَمَنْعِهَا مِنَ الت  نَ قُّلِ فِ دِمَنِ الز نَِ ;

رُ نَ فْسَهَا كُل  طاَئفَِةٍ مِنَ الز مَنِ  لرَِجُلٍ  فإَِن هُ لََ يَكُونُ فيِهِ شَيْءٌ مَا مِنْ إِحْصَانِ الْمَرْأةَِ ال تِِ تُ ؤَجِ 
  :فَ تَكُونُ كَمَا قيِلَ كُرةٌَ حُذِفَتْ بِصَوَالِْةٍَ … فَ تَ لَق فَهَا رَجُلٌ رَجُلُ 

“Pemahaman seorang sahabat tidaklah menjadi hujah (dalil yang 

mengikat) dalam agama, terlebih lagi apabila susunan lafaz dan 

gaya bahasa ayat menolaknya, sebagaimana dalam konteks ini. 

Sebab, orang yang melakukan pernikahan temporer (nikah 

sementara) pada hakikatnya tidak bertujuan untuk iḥṣān (menjaga 

kehormatan) dan menjauhi perzinaan, melainkan tujuan utamanya 

adalah pemuasan syahwat semata. Jika pun dalam praktik tersebut 

terdapat sejenis penjagaan terhadap dirinya sendiri, yakni 

mencegah diri dari berpindah-pindah di kubangan zina, maka sama 

sekali tidak terdapat unsur penjagaan kehormatan terhadap 

perempuan yang menyewakan dirinya kepada seorang laki-laki 

untuk setiap jangka waktu tertentu. Keadaan perempuan itu 

sebagaimana ungkapan yang pernah dikatakan: Seperti sebuah bola 

yang dipukul dengan tongkat, Lalu berpindah tangan dari satu laki-

laki ke laki-laki lainnya.” 66 

Rashīd Riḍā menegaskan bahwa pemahaman atau pendapat 

seorang sahabat tidak otomatis menjadi hujah yang mengikat dalam 

agama, terlebih jika bertentangan dengan susunan lafaz dan gaya bahasa 

ayat Al-Qur’an. Dalam konteks ini, ia menolak anggapan yang 

membolehkan pernikahan temporer (nikah mut‘ah) dengan alasan tertentu. 

Menurutnya, praktik nikah sementara pada hakikatnya tidak bertujuan 

untuk iḥṣān, yakni menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari 

perzinaan, melainkan hanya untuk pemuasan syahwat. 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa meskipun praktik tersebut dapat 

dianggap mencegah pelakunya dari berpindah-pindah dalam zina secara 

 
66 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 13. 
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terbuka, hal itu sama sekali tidak mengandung unsur penjagaan 

kehormatan terhadap perempuan. Perempuan dalam praktik tersebut justru 

diperlakukan sebagai objek yang disewakan untuk jangka waktu tertentu, 

sehingga martabatnya tidak terjaga. Untuk menggambarkan kondisi ini, ia 

mengumpamakannya seperti sebuah benda yang berpindah-pindah tangan 

dari satu laki-laki ke laki-laki lain, sebagai bentuk kritik keras terhadap 

praktik tersebut. 

Mengutip pendapat gurunya melalui Rashīd Riḍā dalam tafsirnya 

menyebutkan: 

مَامُ بِِلنِ سَاءِ، فَ قَالَ  حْصَانِ بِِلر جَِالِ، وَخَص هُ الُْْسْتاَذُ الِْْ :  وَقَدْ خَص  بَ عْضُ الْمُفَسِ ريِنَ قَصْدَ الِْْ
راَتٍ،  مَعْناَهُ أَنْ يَ قْصِدَ الر جُلُ إِحْصَانَ الْمَرْأةَِ وَحِفْظَهَا أَنْ يَ ناَلََاَ أَحَدٌ سِوَاهُ؛ ليَِكُن  عَفِيفَاتٍ طاَهِ 

 الْمُوَق تِ  وَلََ يَكُونُ الت  زَوُّجُ لمُِجَر دِ الت مَتُّعِ وَسَفْحِ الْمَاءِ وَإِراَقتَِهِ، وَهُوَ يدَُلُّ عَلَى بطُْلََنِ النِ كَاحِ 
عَةِ ال ذِي يُشْتَََطُ فيِهِ الَْْجَلُ اه ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَن  الل فْظَ يفُِيدُ الْعُ  مُومَ وَهُوَ ال ذِي  وَهُوَ نِكَاحُ الْمُت ْ
َ الُْْسْتاَذُ مَا قَص رَ فيِهِ غَيْْهُُ مِنَ الْمُفَ  اَ بَيْ  .سِ ريِنَ تَ قْتَضِيهِ الِْْكْمَةُ وَتتَِمُّ بهِِ الْمَصْلَحَةُ، وَإِنَّ   

“Sebagian mufasir mengkhususkan tujuan iḥṣān pada laki-laki, 

sedangkan al-Ustadz al-Imam (Rashid Ridha) mengkhususkannya 

pada perempuan. Ia mengatakan: maknanya adalah agar laki-laki 

berniat menjaga kehormatan perempuan dan melindunginya agar 

tidak disentuh oleh siapa pun selain dirinya, sehingga perempuan 

itu menjadi suci dan terjaga. Dengan demikian, pernikahan tidak 

dimaksudkan semata-mata untuk kenikmatan, penumpahan air 

mani, dan pelampiasan syahwat belaka. Pandangan ini 

menunjukkan batalnya pernikahan sementara (nikah mut‘ah) yang 

disyaratkan adanya batas waktu”. Padahal telah diketahui bahwa 

lafaz ayat tersebut menunjukkan keumuman makna, dan 

keumuman inilah yang dituntut oleh hikmah dan yang 

menyempurnakan kemaslahatan. Al-Ustadz al-Imam hanya 

menjelaskan sisi yang kurang diperhatikan oleh sebagian mufasir 

lainnya.”67  

 
67 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 9. 
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Gurunya menjelaskan bahwa sebagian mufasir memahami tujuan 

iḥṣān dalam pernikahan hanya ditujukan bagi laki-laki, sedangkan ia 

menekankan bahwa tujuan tersebut justru berkaitan erat dengan 

perempuan. Menurutnya, makna iḥṣān adalah agar laki-laki berniat 

menjaga kehormatan perempuan, melindunginya, dan memastikan bahwa 

ia tidak disentuh oleh siapa pun selain suaminya, sehingga perempuan 

tersebut hidup dalam keadaan suci dan terjaga. Karena itu, pernikahan 

tidak boleh dipahami semata-mata sebagai sarana kenikmatan, penyaluran 

syahwat, atau pelampiasan hasrat biologis. 

Berdasarkan pemahaman ini, ia menilai bahwa pernikahan 

sementara (nikah mut‘ah) tidak sejalan dengan tujuan iḥṣān, karena 

dibatasi oleh waktu dan tidak bertujuan melindungi kehormatan 

perempuan secara berkelanjutan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa 

lafaz ayat pada dasarnya bersifat umum dan mencakup tujuan iḥṣān bagi 

kedua belah pihak. Adanya penekanan dari gurunya terhadap sisi 

perempuan bukanlah pembatasan makna ayat, melainkan penjelasan 

terhadap aspek yang kurang diperhatikan oleh sebagian mufasir lainnya, 

demi menyempurnakan hikmah dan kemaslahatan yang dikandung ayat 

tersebut. 

Mengutip pendapat dalam Rashīd Riḍā tafsirnya menyatakan: 

الْبَشَريِ ةِ، وَلََ يَكُونُ فيِهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ إِلَ  الْعَبَثَ بِِذَِهِ الر ابِطَةِ الْعَظِيمَةِ ال تِِ هِيَ أَعْظَمُ الر وَابِطِ   
الْمُنْكَراَتِ، وَإيِثاَرُ الت  نَ قُّلِ فِ مَراَتعِِ الش هَوَاتِ بَيَْْ الذَو اقِيَْ وَالذ و اقاَتِ وَمَا يَتََتَ بُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ    
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“Kerusakan yang ditimbulkan oleh nikah mut‘ah tidak lain adalah 

mempermainkan ikatan yang sangat agung, yaitu ikatan pernikahan 

ikatan paling mulia dalam hubungan kemanusiaan serta mendorong 

perilaku berpindah-pindah dalam pemuasan syahwat di antara para 

pencari kenikmatan laki-laki dan perempuan, beserta berbagai 

kemungkaran yang mengikutinya”. 68 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa nikah mut‘ah menimbulkan 

kerusakan karena merendahkan kedudukan pernikahan yang sejatinya 

merupa  kan ikatan paling agung dan mulia dalam hubungan kemanusiaan. 

Praktik tersebut menjadikan pernikahan sebagai sarana sementara untuk 

pemuasan syahwat, sehingga mendorong perilaku berganti-ganti pasangan 

di kalangan laki-laki dan perempuan pencari kenikmatan. Akibatnya, 

berbagai bentuk kemungkaran pun muncul sebagai dampak lanjutan dari 

rusaknya tujuan luhur pernikahan. 

خْرَىوَمَا لََ يُشْتَََطُ فيِهِ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى اشْتِمَالهِِ عَلَى ذَلِكَ غِشًّا وَخِدَاعًا يَتََتَ بُ عَليَْهِ مَفَاسِدُ أُ   
هُوَ إِحْصَانُ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ وَذَهَابِ الثِ قَةِ حَتَّ  بِِلص ادِقِيَْ ال ذِينَ يرُيِدُونَ بِِلز وَاجِ حَقِيقَتَهُ، وَ   

ةِ كُلٍ  مِنَ الز وْجَيِْْ لِلْْخَرِ وَإِخْلََصُهُ لهَُ وَتَ عَاوُنَُّمَُا عَلَى تََْسِيسِ بَ يْتٍ صَالِحٍ بَيَْْ بُ يُوتِ الْْمُ    
Adapun pernikahan yang tidak disyaratkan bersifat sementara, 

namun diniatkan demikian secara tersembunyi, maka ia tetap 

mengandung unsur penipuan dan kecurangan yang melahirkan 

kerusakan-kerusakan lain, seperti permusuhan, kebencian, dan 

hilangnya kepercayaan bahkan terhadap orang-orang jujur yang 

benar-benar menghendaki hakikat pernikahan. Padahal hakikat 

pernikahan adalah saling menjaga kehormatan antara suami dan 

istri, kesetiaan satu sama lain, serta kerja sama dalam membangun 

rumah tangga yang saleh sebagai bagian dari bangunan umat”. 69 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa pernikahan yang secara lahiriah 

tidak dibatasi waktu, tetapi sejak awal diniatkan secara tersembunyi 

sebagai pernikahan sementara, tetap mengandung unsur penipuan dan 

 
68 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 12. 
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kecurangan. Niat tersembunyi semacam ini melahirkan berbagai kerusakan 

sosial, seperti permusuhan, kebencian, dan hilangnya rasa saling percaya, 

bahkan terhadap orang-orang yang tulus dan jujur dalam membangun 

pernikahan. Menurut nya, hal ini bertentangan dengan hakikat pernikahan 

yang sejati, yaitu saling menjaga kehormatan antara suami dan istri, 

kesetiaan satu sama lain, serta kerja sama dalam membangun rumah 

tangga yang saleh sebagai bagian dari tatanan umat.70 

Kesimpulanya Penafsiran Rashīd Riḍā, QS. An-Nisā’ ayat 24 

menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam harus bertujuan iḥṣān, yaitu 

menjaga kehormatan, terutama kehormatan perempuan. Karena itu, ia 

menolak praktik nikah mut‘ah (pernikahan sementara), sebab pada 

dasarnya hanya berorientasi pada pemuasan syahwat dan tidak 

memberikan perlindungan berkelanjutan bagi perempuan. Dalam praktik 

tersebut, perempuan diperlakukan layaknya objek yang “disewa” untuk 

waktu tertentu, sehingga martabatnya tidak terjaga dan posisinya sangat 

mirip dengan perempuan dalam sistem prostitusi.  

3. Pernikahan sebagai solusi Prostitusi Q.S An-Nisa’Ayat 25 

مِ نْ  ايََْاَنكُُمْ  مَلَكَتْ  م ا  فَمِنْ  الْمُؤْمِنٰتِ  الْمُحْصَنٰتِ  ي  نْكِحَ  انَْ  طَوْلًَ  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ  لَّْ   وَمَنْ 
اهَْلِهِن   بِِِذْنِ  فاَنْكِحُوْهُن   بَ عْضٍٍۚ  مِ نْْۢ  بَ عْضُكُمْ  بِِِيَْاَنِكُمْۗ  اعَْلَمُ   ُ وَاللّٰ  الْمُؤْمِنٰتِۗ  وَاٰتُ وْهُن   فَ تَ يٰتِكُمُ   

اتََيَْْ   فاَِنْ  احُْصِن   فاَِذَآ  اخَْدَانٍٍۚ  مُت خِذٰتِ  و لََ  مُسٰفِحٰتٍ  غَيَْْ  مُُّْصَنٰتٍ  بِِلْمَعْرُوْفِ  اجُُوْرَهُن  
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بفَِاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِن  نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۗ وَانَْ  
ُ غَفُوْرٌ ر حِيْمٌ   تَصْبِوُْا خَيٌْْ ل كُمْۗ وَاللّٰ 

Artinya: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk 

menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) 

perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah 

lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari 

yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah 

mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin 

dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian 

diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki 

lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga 

(bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas 

mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka 

(yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) 

berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam 

menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’ Ayat 

25)71 

Pada ayat ini menjelaskan memberikan jalan keluar berupa 

pernikahan yang sah bagi laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menikahi perempuan merdeka, dengan menegaskan bahwa 

ketidakmampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, 

tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor sosial, moral, maupun fisik. 

Selain itu, ayat ini menekankan bahwa budak perempuan yang dinikahi 

wajib menjaga kehormatan diri serta tidak terlibat dalam praktik prostitusi 

secara terbuka (musāfiḥāt) maupun hubungan tersembunyi (akhdān).  

Dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 24, Rashīd Riḍā 

menampilkan pendekatan tafsir yang memadukan taḥlīlī, ijtima‘ī, dan 

fiqhī. Ia memulai dengan mengoreksi penyimpangan pemahaman terhadap 

ayat sebelumnya, menegaskan bahwa istimtā‘ merupakan pernikahan yang 
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sah, bukan  mut‘ah karena mut‘ah sama sifatnya dengan penyewaan tubuh 

perempuan dan membuka pintu eksploitasi seksual. Penjelasan ini menjadi 

landasan penting untuk memasuki ayat 25, sebab ayat ini berbicara tentang 

solusi pernikahan syar‘i bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi 

perempuan merdeka.72  

Dalam Tafsir Al-Manar mengatakan: 

تَطِعِ  وَالْمَعْنََ: وَمَنْ لََّْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًَ فِ الْمَالِ أَوِ الْْاَلِ لنِِكَاحِ الْمُحْصَناَتِ، أَوْ مَنْ لََّْ يَسْ 
تَ غُوا نِكَاحَهُن    اسْتِطاَعَة طَوْلٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الط وْلِ نِكَاحَ الْمُحْصَناَتِ الل وَاتِ أُحِل  لَكُمْ أَنْ تَ ب ْ

حْصَانَ لََنُ  وَلِْنَْ فُسِكُمْ، بِِمَْوَالِكُمْ، وَأمُِرْتُُْ أَنْ تَ قْصِدُوا بِِلَِسْتِمْتاَعِ   وَالَِنتِْفَاعِ بنِِكَاحِهِن  الِْْ  
 فَ لْيَ نْكِحِ امْرَأةًَ مِنْ نَ وْعِ مَا مَلَكْتُمْ مِنْ فَ تَ ياَتِكُمْ، أَيْ: إِمَائِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ.

“Makna ayat tersebut ialah: barang siapa di antara kalian tidak 

memiliki kelapangan harta atau kondisi hidup untuk menikahi 

perempuan-perempuan merdeka, atau tidak memiliki kemampuan 

dari sisi kelapangan itu untuk menikahi para perempuan merdeka 

yang dihalalkan bagi kalian yang diperintahkan agar kalian 

mencari pernikahan mereka dengan harta dan bertujuan menjaga 

kehormatan bagi mereka dan bagi diri kalian maka hendaklah ia 

menikahi perempuan dari jenis budak perempuan kalian yang 

beriman.” 73 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki 

yang tidak memiliki kelapangan harta atau kondisi hidup yang memadai 

untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang halal bagi mereka. 

Ketidakmampuan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, 

baik dari segi harta maupun kelapangan keadaan yang dibutuhkan untuk 

menjalani pernikahan secara layak. Dalam kondisi seperti ini, sementara 
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tujuan pernikahan tetap untuk menjaga kehormatan perempuan dan diri 

sendiri, Allah memberikan keringanan dengan membolehkan mereka 

menikahi budak perempuan yang beriman. Penjelasan ini menunjukkan 

bahwa kebolehan tersebut muncul sebagai solusi bagi keterbatasan 

kemampuan, bukan sebagai pilihan utama tanpa alasan. 

Mengutip pendapat gurunya melalui  dalam tafsirnya menyatakan: 

مَامُ: فَس رُوا الط وْلَ هُناَ بِِلْمَالِ ال ذِي يدُْفَعُ مَهْراً، وَهُوَ تَََكُّمٌ ضَي  قُوا بهِِ مَعْنََ   الْكَلِمَةِ،  الُْْسْتاَذُ الِْْ
 بِِلض مِ ، فَمَعْناَهَا الْفَضْلُ وَالز يَِٰدَةُ، وَالْفَضْلُ يََْتلَِفُ بِِخْتِلََفِ الَْْشْخَاصِ وَالط بَ قَاتِ  .وَهِيَ مِنْ مَاد ةِ الطُّولِ  

“Al-Ustadz al-Imam berkata: Mereka menafsirkan kata ath-ṭaul di 

sini sebagai harta yang dibayarkan sebagai mahar. Penafsiran ini 

merupakan bentuk penetapan sepihak yang mempersempit makna 

kata tersebut. Padahal, kata itu berasal dari akar kata ath-ṭūl 

(dengan ḍammah), yang maknanya adalah kelebihan dan 

kelapangan. Sementara itu, kelebihan tersebut berbeda-beda sesuai 

dengan perbedaan individu dan lapisan sosial.” 74 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa sebagian mufasir menafsirkan 

kata ath-ṭaul dalam ayat ini secara sempit sebagai harta yang digunakan 

untuk membayar mahar. Menurutnya, penafsiran tersebut merupakan 

penetapan makna secara sepihak yang tidak mencerminkan makna bahasa 

kata tersebut secara utuh. Ia menegaskan bahwa ath-ṭaul berasal dari akar 

kata ath-ṭūl yang berarti kelebihan dan kelapangan kemampuan. Kelebihan 

ini tidak terbatas pada harta semata, melainkan berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi pribadi dan kedudukan sosial masing-masing orang.  

Dalam Tafsir Al-Manār menyebutkan: 
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وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: مُُّْصَناَتٍ غَيَْْ مُسَافِحَاتٍ وَلََ مُت خِذَاتِ أَخْدَانٍ، قَ يْدٌ لقَِوْلهِِ: فاَنْكِحُوهُن  أوَْ 
كُونُ مَعْناَهُ  لقَِوْلهِِ: وَآتُوهُن  أُجُورَهُن  وَعَلَى الَْْو لِ يَكُونُ الْمُراَدُ بِِلْمُحْصَناَتِ الْعَفَائِفَ، وَعَلَى الث انِ يَ 

حَالَ كَوْنَِِّن  مُتَ زَوِ جَاتٍ مِنْكُمْ لََ مُسْتأَْجَراَتٍ للِْبِغاَءِ جَهْراً وَهُن  الْمُتَ زَوِ جَاتِ، أَيْ: أَعْطُوهُن  أُجُورَهُن    
 الْمُسَافِحَاتُ، وَلََ سِرًّا وَهُن  مُت خِذَاتُ الَْْخْدَانِ 

“Firman Allah Ta‘ala: “(dengan syarat mereka adalah) wanita-

wanita yang menjaga kehormatan, bukan pezina terang-terangan 

dan bukan pula wanita yang menjalin hubungan gelap” merupakan 

pembatas (qayd) bagi firman-Nya “maka nikahilah mereka”, atau 

juga bagi firman-Nya “dan berikanlah kepada mereka mahar 

mereka”. Jika dikaitkan dengan yang pertama, maka yang 

dimaksud dengan al-muḥṣanāt adalah wanita-wanita yang suci dan 

menjaga kehormatan (al-‘afīfāt). Adapun jika dikaitkan dengan 

yang kedua, maka maknanya adalah wanita-wanita yang dinikahi 

secara sah, yakni: berikanlah kepada mereka mahar mereka dalam 

keadaan mereka telah menjadi istri-istri kalian, bukan sebagai 

perempuan yang “disewa” untuk melakukan zina secara terang-

terangan itulah yang disebut al-musāfiḥāt dan bukan pula untuk 

zina secara sembunyi-sembunyi, yaitu perempuan-perempuan yang 

menjadikan akhdan (pasangan gelap).”75 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa firman Allah tentang syarat 

perempuan yang “menjaga kehormatan, bukan pezina terang-terangan dan 

bukan pula yang menjalin hubungan gelap” berfungsi sebagai pembatas 

(qayd) terhadap perintah dalam ayat. Pembatas ini dapat dikaitkan dengan 

dua pernyataan sebelumnya. 

Jika dikaitkan dengan perintah “maka nikahilah mereka”, maka 

yang dimaksud dengan al-muḥṣanāt adalah perempuan-perempuan yang 

suci dan menjaga kehormatan, bukan perempuan yang terbiasa melakukan 

perzinaan. Adapun jika dikaitkan dengan perintah “dan berikanlah kepada 

mereka mahar mereka”, maka maknanya adalah bahwa mahar diberikan 
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kepada perempuan yang dinikahi secara sah sebagai istri. Dengan 

demikian, mahar tersebut bukanlah imbalan atas hubungan zina, baik zina 

yang dilakukan secara terang-terangan (musāfiḥāt) maupun secara 

sembunyi-sembunyi melalui hubungan gelap (akhdān). 

Kesimpulan Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nisā’ ayat 

25 menunjukkan bahwa ayat ini memberikan solusi agar laki-laki yang 

memiliki keterbatasan ekonomi tidak terjerumus ke dalam prostitusi. 

Kebolehan menikah diberikan sebagai keringanan untuk menjaga 

kehormatan, bukan sebagai pembenaran hubungan seksual bebas. Makna 

ath-ṭaul dipahami sebagai kemampuan hidup secara menyeluruh, dan 

perempuan yang dinikahi harus menjaga kehormatan. Mahar diposisikan 

sebagai hak dalam pernikahan sah, bukan bayaran seksual. Oleh karena 

itu, prostitusi dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan dan nilai 

kehormatan manusia menurut Rasyid Riḍā. 

4. Praktik Prostitusi: Surat An-Nur ayat 33 

تَ غُوْنَ   ُ مِنْ فَضْلِه وَۗال ذِيْنَ يَ ب ْ دُوْنَ نِكَاحًا حَتَّٰ  يُ غْنِيَ هُمُ اللّٰ  وَلْيَسْتَ عْفِفِ ال ذِيْنَ لََ يََِ
ل ذِياْ  الْكِتٰبَ مِ ا مَلَكَتْ ايََْاَنكُُمْ فَكَاتبُِ وْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْْاً و اٰتُ وْهُمْ مِ نْ م الِ اللّٰ ِ ا
ن ْ  تَ غُوْا عَرَضَ الْْيَٰوةِ الدُّ يَا وَۗمَنْ  اٰتٰىكُمْ وَۗلََ تُكْرهُِوْا فَ تَ يٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ ارََدْنَ تَََصُّنًا ل تَِ ب ْ

َ مِنْ بَ عْدِ اكِْرَاهِهِن  غَفُوْرٌ ر حِيْمٌ  ۝٣٣يُّكْرهِْهُّن  فاَِن  اللّٰ    
Artinya:“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah 

menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang 

kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah 

kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada 

kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta 

Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa 
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hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika 

mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak 

mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa 

mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”(Q.s An-Nur 

ayat 33) 76 

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya pada masa Jahiliyah budak-

budak perempuan kerap dipaksa melakukan zina dan dijadikan sumber 

keuntungan melalui prostitusi. Praktik ini bahkan tetap dilakukan oleh 

sebagian orang setelah Islam datang adanya larangan pemaksaan budak 

perempuan untuk melakukan prostitusi demi keuntungan dunia. 

Dalam Tafsir Al-Manar disebutkan: 

هُن  بِصَاحِبٍ ببِِغاَئِهِن , حَتَّ   كَانَ يُكْرهُِ إِمَاءَهُ أَن  عَبْدَ اِلله بْنَ أُبٍَ  رَأْسَ النِ فَاقِ  تََْتَصُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ  
الْبِغاَءِ، فَ نَ زَلَ فِ ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ ياَتِكُمْ عَلَى الْبِغاَءِ إِنْ أرََدْنِ بَ عْدَ أَنْ أَسْلَمْنَ عَلَى    
نْ ياَ )  تَ غُوا عَرَضَ الْْيَاَةِ الدُّ ( ، وَلَم ا كُن  أيَْضًا مَظنَ ةً للِز نَِ لذُِلَ ِِن  وَضَعْفِ نُ فُوسِهِن  33: 24تَََصُّناً لتَِ ب ْ  

.  عُرْضَةً لِلَِنتِْقَالِ مِنْ رَجُلٍ إِلََ آخَرَ  ،وكََوْنَِِّن    
“Adapun pada masa Jahiliyah, zina merupakan sesuatu yang sangat 

banyak terjadi pada budak-budak perempuan. Mereka dibeli untuk 

dijadikan sumber penghasilan melalui praktik prostitusi. Bahkan 

Abdullah bin Ubay tokoh besar kaum munafik memaksa budak-

budaknya untuk melakukan prostitusi meskipun mereka telah 

memeluk Islam. Karena kondisi inilah, turun firman Allah Ta‘ala: 

“Dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk 

melakukan prostitusi apabila mereka menghendaki kesucian diri, 

demi mencari keuntungan duniawi.” 77 

Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 33 

menampilkan ciri kuat tafsir ijtimā‘ī (tafsir sosial). Ia tidak hanya 

menjelaskan aspek bahasa dan hukum ayat, tetapi juga 
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menghubungkannya dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi 

turunnya ayat serta situasi moral masyarakat. Ia memulai dengan 

menggambarkan pada masa Jahiliyah praktik zina sangat marak terjadi 

pada budak-budak perempuan. Mereka kerap diperlakukan sebagai 

komoditas dan dibeli bukan untuk dinikahi, melainkan untuk dijadikan 

sumber penghasilan melalui praktik prostitusi, seperti kasus Abdullah bin 

Ubay yang menjadikan budak-budaknya sebagai sumber pendapatan 

melalui prostitusi. Penjelasan historis ini digunakan Rashīd Riḍā untuk 

menegaskan bahwa larangan memaksa budak perempuan berzina 

merupakan upaya Al-Qur’an membongkar struktur ekonomi yang tidak 

adil dan menjaga martabat perempuan. 

Selanjutnya, Rashīd Riḍā menyoroti kerentanan psikologis dan 

sosial budak perempuan yang membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. 

Status sosial mereka yang rendah, minimnya kuasa dalam mengambil 

keputusan, dan kemungkinan berpindah-pindah pasangan menjadikan 

mereka sangat rentan. Karena itu, ia menafsirkan syarat iḥṣān (menjaga 

kehormatan) sebagai bentuk perlindungan agar mereka tidak kembali pada 

relasi seksual yang menindas.78 

Rashīd Riḍā juga memberi perhatian pada makna muḥṣanāt. 

Menurutnya, istilah ini harus dipahami sebagai “perempuan yang menjaga 

kehormatan” sekaligus “perempuan yang dijaga kehormatannya”. Ini 

 
78 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 24. 
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menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar akad legal, tetapi lembaga 

yang menjaga kesucian seksual kedua belah pihak. Ia turut menekankan 

bahwa hukuman zina bagi budak perempuan yang telah menikah hanya 

setengah dari hukuman perempuan merdeka, sebagai bentuk perhatian 

syariat terhadap perbedaan status sosial dan tekanan struktural yang 

mereka alami. 79 

Penafsiran Rasyid Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 33 

menunjukkan bahwa ayat ini terdapat larangan tegas terhadap praktik 

prostitusi dan eksploitasi seksual, khususnya terhadap perempuan yang 

lemah secara sosial. Ayat ini turun untuk membongkar praktik jahiliah 

yang menjadikan budak perempuan sebagai komoditas ekonomi melalui 

pemaksaan zina. Ia juga menegaskan bahwa kerentanan sosial dan 

psikologis perempuan membuat mereka mudah dieksploitasi, sehingga 

syariat hadir untuk melindungi kehormatan mereka melalui konsep iḥṣān 

dan muḥṣanāt, yaitu perempuan yang menjaga dan dijaga kehormatannya.  

5. Hukuman zina dan Prostitusi QS. An-Nur ayat 2 

دِيْنِ اللّٰ ِ اِنْ  الَز انيَِةُ وَالز انِْ فاَجْلِدُوْا كُل  وَاحِدٍ مِ ن ْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وۖ لََ تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْةٌ فِْ 
فَةٌ مِ نَ الْمُؤْمِنِيَْْ  تُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللّٰ  وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرٍِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَۤىِٕ   كُن ْ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) 

agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

 
79 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 
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Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan 

oleh sebagian orang-orang mukmin.”(Q.S An -Nur ayat 2) 80 

Pada ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina baik itu 

laki-laki maupun perempuan yaitu cambukan untuk masing-masing pezina 

sebanyak 100 kali juga disaksikan oleh muslim lain, Dalam Tafsir Al-

Manar disebutkan:   

كْمَةُ فِ ذَلِكَ فاَلَْْمَةُ الْمُتَ زَوِ جَةُ تُُْلَدُ إِذَا زنََتْ خََْسِيَْ جَلْدَةً، وَأمَ ا الْْرُ ةُ فَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَالِْْ 
مَ آنفًِا مِنْ كَوْنِ الْْرُ ةِ أبَْ عَدَ عَنْ دَوَاعِي الْفَاحِشَةِ، وَالَْْمَةُ عُرْضَةٌ لََاَ وَضَعيِفَةٌ عَنْ  مُقَاوَمَتِهَا، مَا تَ قَد   

 فَ رَحِمَ الش ارعُِ ضَعْفَهَا فَخَف فَ الْعِقَابَ عَن ْهَا
“Adapun budak perempuan yang telah menikah, apabila ia berzina, 

maka ia dikenai hukuman lima puluh kali dera; sedangkan 

perempuan merdeka dikenai hukuman seratus kali dera. Hikmah 

dari ketentuan ini adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

yaitu bahwa perempuan merdeka pada umumnya lebih jauh dari 

faktor-faktor yang mendorong kepada perbuatan keji, sedangkan 

budak perempuan lebih rentan terhadapnya dan lebih lemah dalam 

menolak dorongannya. Oleh karena itu, syariat karena kasih 

sayangnya meringankan hukuman bagi budak perempuan.” 81 

Dalam penafsirannya, Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa perbedaan 

hukuman antara budak perempuan dan perempuan merdeka dalam kasus 

zina didasarkan pada hikmah syariat yang mempertimbangkan kondisi 

psikologis dan sosial masing-masing. Budak perempuan yang telah 

menikah dijatuhi hukuman lima puluh dera, sedangkan perempuan 

merdeka dijatuhi seratus dera sebagaimana ketentuan QS. An-Nūr ayat 2. 

Menurut Rashīd Riḍā, keringanan bagi budak diberikan karena 

kelemahannya, kerentanannya terhadap faktor-faktor yang menjerumuskan 

 
80 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 350. 
81 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 24. 
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kepada perbuatan keji, serta posisinya yang tidak stabil akibat perpindahan 

kepemilikan, berbeda dengan perempuan merdeka yang lebih memiliki 

kemampuan menahan diri.  

رُونَ كَاف ةً وَإِذَا كَانَ الْعَذَابُ فِ هَذِهِ الْْيَةِ هُوَ الْْدَ  ال ذِي بَ ي  نَهُ فِ تلِْكَ الْْيةَِ آيةَِ الْْلَْدِ كَمَا قاَلَ  الْمُفَسِ   
رُ بَ عْضُهُ بَ عْضًا وَأمَ ا الْْرُ ةُ فَظاَهِرُ"، فَظاَهِرهُُُاَ أَن  الَْْمَةَ لََ تََُدُّ إِلَ  إِذَ  وِفاَقاً لقَِاعِدَةِ:  ا " الْقُرْآنُ يُ فَسِ   

اَ تُُْلَدُ  اً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الَْْيِ ُ بِكْراً  كَانَتْ مُُّْصَنَةً آيةَِ النُّورِ أَنَّ  مِائَةَ جَلْدَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُُّْصَنَةً أمَْ أيَِ   
 أمَْ ثَ ي بِاً؛ لَِْن  الْْيةََ مُطْلَقَةٌ،  

“Apabila yang dimaksud dengan ‘azab dalam ayat ini adalah ḥadd 

yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut yakni ayat tentang 

hukuman dera sebagaimana disepakati oleh seluruh mufasir 

berdasarkan kaidah “Al-Qur’an menafsirkan sebagian yang lain”, 

maka zahir kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa budak 

perempuan tidak dikenai hukuman had kecuali apabila ia berstatus 

muḥṣanah, sedangkan perempuan merdeka, zahir ayat dalam Surah 

an-Nūr menunjukkan bahwa ia dikenai hukuman seratus kali dera, 

baik ia berstatus muḥṣanah maupun tidak, baik ia masih perawan 

maupun janda,sebab ayat tersebut bersifat umum (mutlak).” 82 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa apabila yang dimaksud dengan 

‘azab dalam ayat ini adalah hukuman ḥadd berupa dera/cambuk, 

sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain dan disepakati oleh para mufasir 

dengan kaidah bahwa Al-Qur’an saling menafsirkan satu sama lain, maka 

makna lahiriah kedua ayat tersebut menunjukkan perbedaan penerapan 

hukuman. Budak perempuan tidak dikenai hukuman ḥadd kecuali apabila 

ia berstatus muḥṣanah. Sementara itu, perempuan merdeka berdasarkan 

zahir ayat dalam Surah an-Nūr dikenai hukuman seratus kali dera secara 

umum, baik ia muḥṣanah maupun tidak, baik masih perawan maupun 
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janda, karena ayat tersebut bersifat umum dan tidak memberikan 

pengecualian.  

مُْ يَ عُدُّونَ مَنْ تَ زَو جَتْ  بِِلز وَاجِ مُُّْصَنَةً ثُُ  قَ ي دُوا الْمُحْصَناَتِ هُناَ بِقَيْدٍ آخَرَ، وَهُوَ كَوْنَُّنُ  أبَْكَاراً ; لَِْنَّ   
أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا، وَالْوَصْفُ لََ يفُِيدُ ذَلِكَ فإَِن  الْمُحْصَنَةَ بِِلز وَاجِ هِيَ ال تِِ لََاَ زَوْجَ  وَإِنْ آمَتْ بِطَلََقٍ،  

اَ لََ تُسَم ى مُتَ زَوِ جَةً، كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا عَادَ  يَُْصِنُ هَا، فإَِذَا فاَرَقَ هَا لََ تُسَم ى مُُّْصَنَةً بِِلز وَاجِ كَمَا أَنَّ   
ال ذِينَ خَصُّوا  سَفَرهِِ لََ يُسَم ى مُسَافِراً، وَالْمَريِضُ إِذَا برَئَِ لََ يُسَم ى مَريِضًا، وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُ مِنْ    
نُ  قَدْ أَحْصَنَ ت ْهُن  الْبَكَارةَُ، وَلعََمْريِ ن  الْبَكَارةََ حِصْنٌ مَنيِعٌ لََ تَ تَصَد   الْمُحْصَناَتِ   ى هُناَ بِِلْْبَْكَارِ: إِنَّ   

سَلََمَةِ  للِر جَِالِ، وَمَا حَقُّهُ إِلَ  أَنْ يُسْتَ بْدَلَ بهِِ حِصْنُ الز وْجِي ةِ. بِغَيِْْ حَقِ هِ وَهِيَ عَلَى صَاحِبَ تُهُ لَِدَْمِهِ   
وَعَدَمِ مُِاَرَسَتِهَاإِ فِطْرَتِِاَ وَحَياَئِهَا   

“Kemudian mereka memberikan pembatasan lain terhadap makna 

al-muḥṣanāt, yaitu bahwa yang dimaksud adalah perempuan 

perawan, karena mereka menganggap bahwa perempuan yang 

pernah menikah tetap disebut muḥṣanah karena pernikahan, 

meskipun ia menjadi janda karena cerai atau wafatnya suami. 

Padahal, penetapan sifat seperti ini tidak tepat, sebab perempuan 

yang muḥṣanah karena pernikahan adalah perempuan yang 

memiliki suami yang melindunginya, apabila ia telah berpisah 

darinya, maka ia tidak lagi disebut muḥṣanah karena pernikahan, 

sebagaimana ia juga tidak lagi disebut sebagai perempuan yang 

bersuami. Hal ini sama seperti seorang musafir yang telah kembali 

dari perjalanannya tidak lagi disebut musafir, dan orang sakit yang 

telah sembuh tidak lagi disebut sakit.” 83 

Menurut Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa sebagian ulama kembali 

mempersempit makna al-muḥṣanāt dengan memahaminya sebagai 

perempuan perawan. Menurut mereka, perempuan yang pernah menikah 

tetap disebut muḥṣanah karena status pernikahannya, meskipun kemudian 

menjadi janda akibat perceraian atau wafatnya suami. Penafsiran ini 

dikritik oleh Rashīd Riḍā karena tidak tepat secara makna. Ia menegaskan 

bahwa perempuan disebut muḥṣanah karena adanya suami yang 
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melindunginya. Ketika hubungan pernikahan itu telah berakhir, maka sifat 

muḥṣanah karena pernikahan pun hilang, sebagaimana ia tidak lagi disebut 

sebagai perempuan bersuami. Rasyid Riḍā mengumpamakan hal ini seperti 

seorang musafir yang tidak lagi disebut musafir setelah kembali, atau 

orang sakit yang tidak lagi disebut sakit setelah sembuh. 

ابِ  فاَلْمَعْقُولُ الْمُوَافِقُ لنِِظاَمِ الْفِطْرةَِ هُوَ أَنْ يَكُونَ عِقَابُ الث  يِ بِ ال تِِ تََْتِ الْفَاحِشَةَ دُونَ عُقَ 
  الْيَمَنِ الْمُتَ زَوِ جَةِ، وكََذَا دُونَ عِقَابِ الْبِكْرِ أَوْ مِثْ لَهُ فِ الَْْشَدِ ، وَقَدْ بَ لَغَنِِ أَن  بَ عْضَ الَْْعْراَبِ فِ 

إِذَا زنََ تاَ، وَلََ يُ عَاقبُِونَ الث  يِ بَ بِِلْقَتْلِ وَلََ بِِلْْلَْدِ ;  يُ عَاقبُِونَ بِِلْقَتْلِ كُلًَّ مِنَ الْبِكْرِ وَالْمُتَ زَوِ جَةِ   
عًا، وَإِنْ لََّْ تَكُنْ مَعْذُورةًَ شَرْعًا  مُْ يَ عُدُّونََّاَ مَعْذُورةًَ طبَ ْ . لَِْنَّ   

“Maka, secara rasional dan selaras dengan tatanan fitrah, 

seharusnya hukuman bagi perempuan janda yang melakukan 

perbuatan zina lebih ringan daripada hukuman bagi perempuan 

yang masih bersuami, dan juga lebih ringan daripada hukuman 

bagi perempuan perawan, atau setidaknya tidak lebih berat dari 

keduanya. Aku juga mendengar bahwa sebagian orang Arab Badui 

di Yaman menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan perawan 

dan perempuan yang masih bersuami apabila keduanya berzina, 

sementara perempuan janda tidak dihukum mati dan tidak pula 

dicambuk, karena mereka menganggapnya secara tabiat sebagai 

orang yang dapat dimaklumi, meskipun secara syariat ia tidak 

dapat dibenarkan”.84 

Rasyid Riḍā berpendapat bahwa secara rasional dan sesuai dengan 

fitrah manusia, tingkat hukuman zina semestinya dibedakan berdasarkan 

kondisi perempuan. Menurutnya, hukuman bagi perempuan janda yang 

berzina seharusnya lebih ringan dibandingkan perempuan yang masih 

bersuami, karena perempuan bersuami telah memiliki ikatan dan 

perlindungan pernikahan. Hukuman bagi janda juga seharusnya tidak lebih 

berat daripada hukuman bagi perempuan perawan. Untuk menjelaskan 
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pandangannya, ia menyebut praktik sebagian orang Arab Badui di Yaman 

yang menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan perawan dan 

perempuan bersuami jika berzina, sementara perempuan janda tidak 

dihukum mati dan tidak pula dicambuk. Mereka menganggap perempuan 

janda lebih dapat dimaklumi secara tabiat, meskipun Rasyid Riḍā 

menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara 

syariat. 

Kesimpualan Penafsiran Rasyid Riḍā terhadap QS. An-Nūr ayat 2 

menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan kondisi sosial dan 

psikologis pelaku. Perbedaan hukuman antara budak perempuan dan 

perempuan merdeka mencerminkan tingkat perlindungan dan tanggung 

jawab yang berbeda. Konsep muḥṣanah dipahami sebagai perempuan yang 

terlindungi oleh pernikahan, sehingga hilangnya perlindungan tersebut 

berpengaruh pada pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks prostitusi, 

penafsiran ini menegaskan bahwa perempuan kerap berada dalam situasi 

tekanan dan eksploitasi, sehingga Islam tidak hanya menekankan aspek 

hukuman, tetapi juga mengkritik struktur sosial yang merusak martabat 

perempuan. 

C. Analisis Hermeneutika terhadap Penafsiran Rashid Ridha tentang 

Prostitusi Dalam Tafsir Al-Manar 

Setelah menjelaskan Penafsiran Rashid Ridha pada Ayat-ayat yang 

dianggap memilki relevansi pada fenomena prostitusi, maka penulis 

setelah itu akan memaparkan Analisis beberapa Ayat-ayat yang ditafsirkan 
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Rashīd Riḍā terhadap prostitusi melalui penedekatan hermeneutika 

Gadamer. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Teori 

Hermeneutika Gadamer menjadi pisau analisis penafsiran Rashid Ridha 

tentang Ayat-ayat Prostitusi, dimana akan melalui empat tahapan-tahapan 

yaitu: Keterpengaruhan sejarah, pra-pemahaman, Fusionof Horizon dan 

yang terakhir adalah penerapan untuk menyempurkan tahapan teori 

Gadamer. 

Dalam memahami penafsiran Rashīd Riḍā terhadap Ayat-ayat yang 

sesuai dengan fenomena prostitusi nantinya akan terkait oleh latar 

belakang seorang mufassir karena pengalaman yang dilakukan seorang 

penafsir dapat mempengaruhi cara menafsirkan sesuatu teks, oleh karena 

itu analisis dilakukan dengan memperhatikan empat aspek utama 

hermeneutika Gadamer yaitu: 

1. Kesadaran Sejarah  

Pemikiran Rashīd Riḍā tidak lahir dari ruang kosong, tetapi 

terbentuk oleh kondisi sosial-politik dunia Islam pada awal abad 

ke-20, ketika umat Islam berada di bawah tekanan kolonial Barat di 

Mesir, Suriah, Turki Utsmani, dan wilayah Arab lainnya. Situasi 

tersebut membuat ia melihat bahwa kemunduran umat Islam bukan 

hanya akibat melemahnya spiritualitas, tetapi juga disebabkan oleh 
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struktur politik global yang menekan, menghilangkan otoritas 

Islam, dan melemahkan solidaritas umat. 85  

Karena itu, Rashīd Riḍā menegaskan pentingnya mengakhiri 

fanatisme mazhab, konflik internal, dan perpecahan politik melalui 

kebangkitan kembali khilafah sebagai lembaga pemersatu, 

meskipun tidak harus dipahami secara kaku, melainkan sebagai 

mekanisme politik yang mampu mewakili kepentingan bersama 

umat Islam. Tekanan kolonial juga mendorongnya memberi 

perhatian besar pada reformasi pendidikan, pembangunan moral, 

dan pembukaan kembali pintu ijtihad sebagai fondasi kebangkitan 

umat untuk menghadapi tantangan modernitas. 86 

 Dalam karya-karyanya, terutama melalui majalah Al-Manar 

dan tafsirnya, Rashīd Riḍā menilai bahwa kemunduran intelektual, 

hilangnya sikap kritis, dominannya praktik taqlid, dan masuknya 

nilai-nilai eksternal dalam praktik keberagamaan telah menjauhkan 

umat dari ajaran Islam yang murni sebagaimana ditunjukkan Al-

Qur’an dan Sunnah. 87  

 Rashīd Riḍā juga mengkritik sikap fatalistik sebagian tarekat, 

ketergantungan berlebihan pada figur spiritual, serta enggannya 

umat meninjau kembali pendapat ulama terdahulu. Oleh sebab itu, 

Ridha berusaha mengembalikan pemahaman Islam yang rasional, 

 
85 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 
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86 Jubair Situmorang, 10. 
87 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar  (Bandung: Pustaka Hidayah,1994), 
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terbuka, dan relevan dengan kebutuhan zaman.88 Kesadaran historis 

inilah yang kemudian mewarnai cara Rashīd Riḍā menafsirkan 

ayat-ayat terkait perempuan, pernikahan, kehormatan, dan larangan 

prostitusi dalam Tafsir al-Manar, sehingga pemahamannya sangat 

dipengaruhi oleh pergulatan sosial-politik masanya.  

Dalam menafsirkan ayat yang memiliki asbābun nuzūl jelas, 

seperti QS. An-Nisā’ ayat 19, QS. An-Nisā’ ayat 24-25 dan QS. 

An-Nūr ayat 33. Rashīd Riḍā selalu menyertakan penjelasan 

tentang konteks historis turunnya ayat.  

Misalnya, saat menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 19, ia 

memberikan gambaran bahwa konteks sosial awal surah tersebut 

berkaitan erat dengan isu perempuan dan struktur rumah tangga. Ia 

memulai pembacaan dengan memahami realitas pra-Islam, ketika 

perempuan diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan, 

sebagaimana tercermin dalam berbagai riwayat seperti kasus 

Kubaysyah binti Ma‘n bin Asim dari suku Aus yang ditahan oleh 

keluarga suaminya, atau tradisi penduduk Yatsrib yang menjadikan 

perempuan objek yang bisa diwariskan secara paksa. 89 

Rashīd Riḍā menegaskan bahwa praktik tersebut dihapus oleh 

Islam karena mengandung unsur paksaan dan penindasan. Ia juga 

menjelaskan perbedaan qirā’ah pada kata al-kurh yang 

 
88 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), (Malang,  CV. Literasi Nusantara Abadi,  2022), 10. 
89 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), h. 453-454 
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menunjukkan bahwa ayat tersebut melarang segala bentuk 

pemaksaan terhadap perempuan, baik dalam warisan maupun 

dalam perlakuan rumah tangga. Lebih jauh, Ia menolak 

pembatasan makna fāḥisyah hanya pada zina atau nusyūz, tetapi 

memahaminya sebagai segala bentuk tindakan keji yang jelas dan 

dapat merugikan suami, sambil tetap mengingatkan bahwa syariat 

melarang laki-laki menyakiti atau menekan istrinya untuk 

mengambil kembali mahar. Dengan pra-pemahaman inilah Rashīd 

Riḍā melihat bahwa Al-Qur’an menghapus pola pikir jahiliah yang 

merendahkan perempuan, menegakkan prinsip keadilan, serta 

mengatur relasi rumah tangga yang berlandaskan mu‘āsyarah bi al-

ma‘rūf, suatu prinsip yang kemudian penting dalam membingkai 

sikap Islam terhadap praktik eksploitasi perempuan, termasuk 

prostitusi.90 

Selanjutnya saat menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 24-25, ia 

menguraikan ayat tentang pernikahan dengan hamba sahaya 

sebagai penjelasan bahwa Islam memberikan alternatif pernikahan 

bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, 

bukan untuk melegalkan hubungan di luar pernikahan. Rashīd Riḍā 

menegaskan bahwa istilah istimtā‘ dalam ayat sebelumnya merujuk 

pada pernikahan sah, bukan nikah mut‘ah, dan bahwa kemampuan 

(ṭawl) tidak hanya terbatas pada kemapanan harta untuk mahar, 

 
90 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 4, (Darul Makrifah, Beirut), h. 454-455 
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tetapi juga mencakup kelapangan kondisi sosial seseorang. Dengan 

alasan kebahasaan, ia menolak pandangan mazhab yang terlalu 

menyempitkan makna ayat, dan menunjukkan bahwa pemisahan 

antara perempuan merdeka dan budak berkaitan dengan kebijakan 

Islam terhadap realitas sosial Arab, Ahli Kitab, dan komunitas lain 

yang berada dalam ikatan perjanjian.91  

Rashīd Riḍā kemudian menghubungkan ayat tersebut dengan 

sejarah praktik zina pada masa Jahiliah yang terbagi menjadi dua 

bentuk rahasia dan terang-terangan di mana bentuk terang-terangan 

inilah yang disebut sifāḥ, yaitu prostitusi yang dilakukan secara 

terbuka oleh budak perempuan. Menurutnya, Al-Qur’an 

mengharamkan seluruh bentuk perilaku keji, baik tersembunyi 

maupun tampak, dan fenomena ini bahkan tetap ditemukan pada 

masyarakat modern yang meniru gaya hidup Barat. Karena itu, 

Rashīd Riḍā memahami bahwa baik pernikahan dengan perempuan 

merdeka maupun budak sama-sama berfungsi menjaga kehormatan 

(iḥṣān) dan menuntun manusia pada kesucian diri (‘iffah). 92 

Namun Al-Qur’an menekankan penegasan moral kepada laki-

laki “menjaga kehormatan dan tidak berzina” karena laki-laki lebih 

rentan terjerumus dalam godaan syahwat dan memiliki posisi 

sebagai pencari pasangan dan pemimpin rumah tangga. Pra-

pemahaman historis dan sosial inilah yang membantu Rashīd Riḍā 

 
91 Muhammad Rashid Ridha, 16-18. 
92 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 19-21. 
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melihat bahwa Islam secara tegas memutus jalur menuju prostitusi 

dalam bentuk apa pun, baik terselubung maupun terbuka.93 

Dan terakhir ketika menafsirkan Q.S An-Nur ayat 33, ia 

menggambarkan bahwa konteks sosial pra-Islam menunjukkan 

betapa maraknya praktik zina di kalangan budak perempuan, 

karena mereka sering dibeli dan dieksploitasi sebagai sumber 

keuntungan melalui prostitusi. Bahkan tokoh seperti Abdullah bin 

Ubay meski telah hidup dalam masyarakat Islam tetap memaksa 

budaknya untuk melacur demi memperoleh keuntungan, sehingga 

turunlah larangan tegas Allah dalam QS. An-Nūr: 33 agar budak 

perempuan tidak dipaksa berzina ketika mereka ingin menjaga 

kehormatan.94 

Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa kondisi sosial dan psikologis 

budak status yang rendah, lemahnya daya tahan jiwa, dan 

berpindahnya mereka dari satu lelaki ke lelaki lain membuat 

mereka lebih rentan terhadap perilaku seksual bebas yang tidak 

sesuai dengan fitrah rumah tangga yang stabil. Karena itu Al-

Qur’an mensyaratkan bahwa budak perempuan yang dinikahi 

haruslah muḥṣanah, yakni perempuan yang menjaga diri dari zina, 

baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, serta tidak 

 
93 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut),  22-23 
94 Muhammad Rashid Ridha, 24. 
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memiliki hubungan gelap seperti akhdān atau rafīqah yang dikenal 

dalam budaya setempat.95 

Rashīd Riḍā menafsirkan bahwa muḥṣanah mencakup makna 

aktif dan pasif: perempuan yang menjaga kehormatannya sekaligus 

dijaga oleh ikatan pernikahan. Ia juga menekankan bahwa jika 

budak perempuan yang telah menikah kemudian melakukan zina, 

maka hukuman mereka hanya setengah dari perempuan merdeka 

karena perbedaan status sosial dan tanggung jawab moral. Dengan 

pra-pemahaman historis ini, Rashīd Riḍā melihat bagaimana Islam 

secara bertahap menutup ruang eksploitasi seksual terhadap budak, 

termasuk bentuk prostitusi yang dilegalkan masyarakat Jahiliyah.96 

2. Pra-Pemahaman  

latar belakang keilmuannya, Rashīd Riḍā kecil mengawali 

pendidikan pertamannya di al-kuttab disana ia belajar membaca 

dan menulis, selanjutnya ia meneruskan belajarnya di Madrasah 

Ibtidaiyah disana ia mengenal ilmu agama seperti: ilmu nahwu, 

sharaf, akidah, fiqih dan ilmu umum, juga disana ia membiasakan 

menggunakan bahasa turki sebagai bahasa keseharian. Tidak 

berlangsung lama Rashīd Riḍā tidak tertarik lagi untuk meneruskan 

 
95 Muhammad Rashid Ridha, 24. 
96 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), h. 25 



 

  
 

73 

belajarnya dikarenakan sistem pendidikan nya terpengaruh oleh 

bangsa barat yang nantinya untuk kepentingan politik.97 

Setahun kemudian pada tahun 1299 H/ 1822M, ia melanjutkan 

pendidikannya ke sekolah islam negeri yang merupakan sekolah 

favorit dizamanya, pendirinya yaitu ulama’ besar bernama Syaikh 

Husain al-Jisr, disana ia mendalami ilmu yang sebelumnya belum 

dia tempuhnya dan juga membiasakan menggunakan bahasa Arab 

dan bahasa Perancis untuk bahasa keseharianya disekolah. Syaikh 

Husain al-jisr inilah kelak memberikan kontribusi besar terhadap 

perkembangan pemikiranya, hubungan Rashīd Riḍā dengan pendiri 

sekolahnya tidak terputus meskipun sekolahnya ditutup oleh 

pemerintah.98 

Hubungan Rashīd Riḍā dengan Ḥusain al-Jisr tetap sangat 

dekat. Melalui gurunya itu, Ia diperkenalkan pada gagasan-gagasan 

modern yang rasional dan progresif. juga belajar kepada sejumlah 

ulama lainnya. Ia mempelajari hadis secara mendalam kepada 

Syaikh Maḥmūd Nasyabah hingga memperoleh ijazah keahlian. Ia 

juga belajar kepada Syaikh Muḥammad al-Qawijī serta ‘Abd al-

Ghanī ar-Rāfi‘, yang mengajarkan Nayl al-Awṭār karya al-

Syaukānī. terutama Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 

Abduh. Dari al-Afghani, ia menyerap gagasan tentang persatuan 

 
97 Fitria Kartika dkk, Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rashid Ridha (Biografi, 

Sumber, Metode, Corak, Contoh Penafsiran), Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 nomor 1, 

2025,  6815. 
98 Fitria Kartika dkk, 6815. 
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umat Islam, dan perlunya melawan dominasi kolonial melalui 

kebangkitan politik dan intelektual. Namun, pengaruh terbesar 

datang dari Muhammad Abduh. Rashīd Riḍā adalah murid 

sekaligus sahabat intelektual Muhammad Abduh, sehingga sangat 

memahami dan menyebarkan pemikiran gurunya melalui Al-

Manar. 99 

Ia mengadopsi prinsip-prinsip Muhammad Abduh, seperti 

penolakan terhadap taqlid, penguatan ijtihad, penafsiran rasional, 

serta reformasi pendidikan dan hukum Islam agar sesuai 

perkembangan zaman. Rashīd Riḍā sering dinilai sebagai penerus 

utama proyek pembaruan gurunya. Meski begitu, ia tetap memiliki 

ciri khas, terutama dalam akidah yang cenderung mengikuti 

pemikiran salaf dan pendekatan teologis yang lebih tekstual 

dibandingkan Abduh. Oleh karena itu, beberapa sarjana 

menyebutnya sebagai “salafi moderat”, yaitu tokoh yang 

memadukan teologi tradisional dengan pemikiran sosial yang 

rasional. Jejak intelektual dari para gurunya ini turut membentuk 

horizon pemahaman Rashīd Riḍā sebelum ia memasuki proses 

interpretasi keagamaan sejalan dengan prinsip hermeneutika 

Gadamer bahwa penafsiran selalu dipengaruhi oleh pengalaman 

dan pra-pemahaman penafsir.100 

 
99 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), (Malang,  CV. Literasi Nusantara Abadi,  2022), 11. 
100 Jubair Situmorang, 11. 
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Meskipun demikian, kehidupan pribadi, pengalaman 

intelektual, serta pemikiran pembaharuannya sangat memengaruhi 

cara pandangnya terhadap teks Al-Qur’an. Keterlibatannya dalam 

wacana pembaruan Islam juga turut membentuk pra-pemahaman 

yang ia bawa ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. 

3. Peleburan Cakrawala (Fusiom of Horizon) 

Dalam penelitian ini, peleburan cakrawala tampak jelas 

ketika penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat prostitusi dalam 

Tafsīr al-Manār dibaca ulang melalui kesadaran pembaca 

kontemporer yang hidup di tengah realitas prostitusi modern, 

perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual berbasis sistem 

ekonomi global dan teknologi digital. 

Horizon teks yang dibawa Rashīd Riḍā lahir dari konteks 

awal abad ke-20, ketika ia menyaksikan kemerosotan moral 

masyarakat, warisan praktik Jahiliah, serta dampak kolonialisme 

dan modernitas Barat. Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nūr 

ayat 33, Rashīd Riḍā secara eksplisit menggambarkan prostitusi 

sebagai sistem eksploitasi ekonomi terhadap perempuan, 

khususnya budak, yang dipaksa menjual tubuhnya demi 

keuntungan tuannya. Ia menegaskan bahwa larangan memaksa 

perempuan berzina bukan hanya larangan moral individual, 

melainkan pembongkaran struktur sosial yang zalim. Rashīd Riḍā 

menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk “isti‘mār li 
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jasad al-mar’ah” (eksploitasi tubuh perempuan) yang bertentangan 

dengan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan 

kemanusiaan. Horizon teks ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an 

sejak awal hadir untuk melindungi kelompok paling rentan dari 

pemaksaan seksual yang dilegalkan oleh budaya dan ekonomi.101 

Ketika horizon teks tersebut bertemu dengan cakrawala 

pembaca masa kini, terjadi peleburan makna yang signifikan. 

Pembaca modern hidup dalam realitas di mana prostitusi tidak lagi 

selalu berlangsung secara kasat mata, tetapi bertransformasi 

menjadi prostitusi daring, perdagangan manusia lintas negara, dan 

industri seksual yang dikemas secara legal dan normal. Dalam 

perjumpaan dua horizon ini, gambaran Rashīd Riḍā tentang 

prostitusi Jahiliah terbaca kembali sebagai cermin awal dari sistem 

eksploitasi modern. Apa yang dahulu dilakukan melalui paksaan 

fisik oleh tuan terhadap budak perempuan, kini berlangsung 

melalui tekanan ekonomi, manipulasi psikologis, dan relasi kuasa 

yang tersembunyi di balik teknologi dan pasar bebas. 102 

Peleburan cakrawala juga tampak dalam penafsiran Rashīd 

Riḍā terhadap QS. an-Nisā’ ayat 19. Ketika ia menafsirkan 

larangan lā ta‘ḍulūhunna sebagai larangan menekan, menyakiti, 

 
101 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 24-25. 
102 Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, Prostitusi, Pendapatan dan Gaya 

Hidup, Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815 
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dan memperlakukan perempuan sebagai objek, pembaca masa kini 

memperluas makna ini untuk membaca prostitusi modern sebagai 

bentuk baru dari al-‘aḍl. Rashīd Riḍā menegaskan bahwa segala 

praktik yang merampas kebebasan dan kehormatan perempuan 

baik dengan kekerasan maupun tekanan sosial bertentangan dengan 

prinsip wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf. 103 Dalam horizon pembaca 

modern, prinsip ini melebur dengan kesadaran hak asasi manusia 

dan keadilan gender, sehingga prostitusi dipahami bukan sekadar 

pelanggaran moral, tetapi relasi tidak setara yang merusak martabat 

kemanusiaan. 

Dalam QS. an-Nisā’ ayat 24-25, peleburan cakrawala 

semakin menguat. Rashīd Riḍā menolak nikah mut‘ah karena, 

menurutnya, praktik tersebut menyerupai penyewaan tubuh 

perempuan dan mereduksi pernikahan menjadi transaksi seksual. Ia 

menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah iḥṣān, yakni 

penjagaan kehormatan, bukan sekadar pemuasan nafsu.104 

 Ketika horizon ini bertemu dengan realitas kontemporer, 

pembaca masa kini membaca kritik Rashīd Riḍā sebagai penolakan 

terhadap segala bentuk relasi seksual transaksional, termasuk 

prostitusi daring, sugar dating, dan praktik seksual lain yang 

 
103 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 453-460. 
104 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut), 7-22. 
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beroperasi atas dasar ketimpangan ekonomi dan kuasa. 105 Di 

sinilah fusion of horizons melahirkan pemahaman bahwa konsep 

iḥṣān bukan hanya norma hukum klasik, tetapi prinsip etis 

universal yang menolak komodifikasi tubuh perempuan di setiap 

zaman. 

Peleburan cakrawala juga terlihat dalam pemahaman 

Rashīd Riḍā tentang kerentanan sosial perempuan. Dalam 

menafsirkan QS. an-Nisā’ ayat 25 dan QS. an-Nūr ayat 2, ia 

menekankan bahwa perbedaan hukuman dan perlakuan syariat 

terhadap budak perempuan didasarkan pada kondisi psikologis dan 

sosial mereka yang lemah dan tertekan. Rashīd Riḍā menegaskan 

bahwa syariat tidak menutup mata terhadap faktor struktural yang 

mendorong seseorang terjerumus ke dalam zina.106 

Ketika horizon ini bertemu dengan kesadaran modern 

tentang trafficking dan eksploitasi seksual, ayat-ayat tersebut 

terbaca sebagai kritik struktural terhadap sistem yang memaksa 

perempuan ke dalam prostitusi. Dengan demikian, pelaku prostitusi 

tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggar moral, tetapi sebagai 

korban dari ketidakadilan sosial yang struktural. 107 

 
105 Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, Analisis Prostitusi Sebagai 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 

(Maret ,2024). 
106 Muhammad Rashid Ridha, 24-26 
107 Muhammad Ilham dan Wahyu Nur Rochmad, Prostitusi, Pendapatan dan Gaya 

Hidup, Jurnal Ilmu Hukum , sosial dan Humaniora, 2(11), (Desember,2024.),812-815 
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Melalui fusion of horizons ini, Penafsiran Rashīd Riḍā 

dalam al-Manār menampilkan relevansi yang kuat bagi pembaca 

masa kini. Al-Qur’an, sebagaimana yang ditafsirkan Rashīd Riḍā, 

tidak hanya menetapkan larangan zina dan prostitusi, tetapi 

menghadirkan visi etis yang membela martabat perempuan, 

mengkritik struktur eksploitasi, dan menuntut tanggung jawab 

sosial kolektif. Peleburan cakrawala antara horizon teks dan 

horizon pembaca menghasilkan pemahaman bahwa prostitusi baik 

dalam bentuk Jahiliah maupun modern merupakan persoalan 

kemanusiaan yang harus dihadapi dengan keadilan, empati, dan 

transformasi sosial.  

4. Penerapan  

Setelah melalui proses pemahaman dan penafsiran, maka 

tahap terkahir dari hermeneutika gadamer adalah penerapan makna 

teks ke dalam realitas masa penafsir yaitu:  

Pada masa Rashīd Riḍā (akhir abad ke-19 hingga awal abad 

ke-20), penerapan ayat-ayat Al-Qur’an tentang prostitusi dan 

eksploitasi seksual tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia Islam 

saat itu menghadapi tiga benturan besar: sisa-sisa praktik sosial 

jahiliah, kolonialisme Barat, dan penetrasi modernitas dengan 

nilai-nilai seksual yang liberal.108 

 
108 Jubair Situmorang, Pemabaharuan Pemikiran Rasyhid Ridha Di berbagai Bidang 

(Pendidikan, Agama, dan Politik), (Malang,  CV. Literasi Nusantara Abadi,  2022), 10-11. 
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Dalam konteks inilah, tafsir Rashīd Riḍā atas QS. an-Nisā’ 

ayat 19 diterapkan sebagai kritik langsung terhadap praktik sosial 

yang masih menindas perempuan. Larangan al-‘aḍl tidak berhenti 

sebagai larangan historis terhadap pewarisan perempuan, tetapi 

diterapkan untuk mengoreksi berbagai bentuk tekanan sosial dan 

domestik yang membuat perempuan kehilangan otonomi. Pada 

zamannya, praktik kawin paksa, pembatasan hak perempuan, dan 

perlakuan perempuan sebagai milik keluarga atau suami masih 

kuat.109 Penerapan ayat ini oleh Rashīd Riḍā menjadi bentuk 

perlawanan intelektual terhadap budaya patriarkal yang 

dilegitimasi oleh tradisi. 

Demikian pula dalam QS. an-Nisā’ ayat 24–25, penerapan 

konsep iḥṣān oleh Rashīd Riḍā secara nyata berhadapan dengan 

praktik nikah mut‘ah dan bentuk-bentuk relasi seksual yang ia nilai 

menyerupai penyewaan tubuh perempuan. Pada masa itu, sebagian 

umat Islam mencoba mempertahankan praktik-praktik tersebut 

dengan dalih hukum klasik. Rashīd Riḍā menerapkan ayat ini 

sebagai kritik terhadap kecenderungan masyarakat yang mereduksi 

pernikahan menjadi legalitas biologis, bukan institusi moral. 110 Di 

sinilah tampak bahwa penerapan tafsirnya merupakan respons 

langsung terhadap problem nyata di zamannya, bukan sekadar 

pengulangan pendapat ulama sebelumnya. 

 
109 Muhammad Rashid Ridha, Panggialn  Islam Terhadap Wanita, (Pustaka, Bandung), 

13. 
110 Muhammad Rashid Ridha, 139. 
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Penerapan paling jelas terlihat dalam penafsiran QS. an-Nūr 

ayat 33. Rashīd Riḍā menggunakan ayat ini untuk mengkritik 

sistem prostitusi jahiliah yang masih tersisa dalam bentuk 

eksploitasi budak perempuan. Ia tidak membaca ayat ini sebagai 

larangan moral abstrak, tetapi sebagai instrumen Qur’ani untuk 

membongkar sistem ekonomi yang menjadikan tubuh perempuan 

sebagai sumber keuntungan. Dalam konteks masyarakatnya, ini 

adalah kritik sosial yang tajam terhadap struktur ketidakadilan 

yang dilanggengkan oleh kekuasaan dan kemiskinan. 111 

Bahkan ketika membahas hukuman zina dalam QS. an-Nūr 

ayat 2, penerapan tafsir Rashīd Riḍā menunjukkan sensitivitas 

sosial. Ia menegaskan bahwa syariat mempertimbangkan kondisi 

psikologis dan sosial pelaku, terutama kelompok rentan. Penerapan 

ini berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan masyarakat 

yang menegakkan hukum secara kaku tanpa melihat realitas 

ketimpangan sosial. 112 

Dengan demikian, pada masa Rashīd Riḍā, tahap penerapan 

tampak sebagai upaya menjadikan Al-Qur’an relevan terhadap 

krisis moral, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi perempuan yang 

nyata terjadi di zamannya. 

 

 
111 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut),  23. 
112 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut),  24-26. 
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D. Relevansi Penafsiran Rashid Ridha terhadap prostitusi modern  

Setelah melalui proses pemahaman dan penafsiran, maka tahap 

terkahir dari hermeneutika gadamer adalah penerapan makna teks ke 

dalam realitas masa kini, Rasid Ridha melalui tafsirnya, mendorong 

pembaca untuk menjadikan nilai-nilai Qur’ani sebagai pedoman dari 

praktik prostitusi modern. 

Dalam penafsiran QS. an-Nisā’ ayat 19, Rashīd Riḍā menegaskan 

bahwa larangan al-‘aḍl tidak hanya berkaitan dengan praktik warisan 

perempuan pada masa Jahiliah, tetapi mencakup segala bentuk penindasan 

dan pemaksaan yang merampas kebebasan serta martabat perempuan. 

Ketika penafsiran ini diterapkan pada konteks modern, prostitusi baik 

dalam bentuk konvensional maupun daring dapat dipahami sebagai 

manifestasi baru dari al-‘aḍl, karena perempuan ditempatkan dalam posisi 

tertekan oleh kebutuhan ekonomi, relasi kuasa, dan struktur sosial yang 

tidak adil.113  

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā melalui ayat ini adalah 

penegasan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, yakni relasi sosial yang 

dibangun atas dasar keadilan, penghormatan, dan empati. Prinsip ini, 

ketika diterapkan secara kontekstual, menuntut masyarakat modern untuk 

membangun sistem sosial dan ekonomi yang tidak memaksa perempuan 

menjual tubuhnya demi bertahan hidup.                        

 
113 Vira Afni Navada Putri dan Nvia Alif Ramadhani, Analisis Prostitusi Sebagai 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau dari KUHP, Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No.1 

(Maret ,2024). 
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Pada QS. an-Nisā’ ayat 24–25, Rashīd Riḍā menempatkan 

pernikahan sebagai solusi moral dan sosial terhadap penyimpangan 

seksual, termasuk prostitusi. Ia menolak segala bentuk hubungan seksual 

transaksional yang menyerupai penyewaan tubuh, seperti nikah mut‘ah, 

karena bertentangan dengan tujuan iḥṣān dan penjagaan kehormatan 

perempuan. Dalam kerangka penerapan, konsep iḥṣān ini tidak dimaknai 

secara sempit sebagai status hukum, tetapi sebagai prinsip etis yang 

menuntut terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan individu 

menjaga kehormatannya tanpa eksploitasi. 114 

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā di sini bukan sekadar 

anjuran menikah, melainkan dorongan untuk membangun kesiapan moral, 

ekonomi, dan sosial. Pernikahan dipahami sebagai institusi kemanusiaan 

yang menolak logika pasar dalam relasi seksual, sehingga relevan sebagai 

kritik terhadap normalisasi prostitusi modern yang beroperasi atas dasar 

transaksi dan ketimpangan kuasa. 

Lebih jauh, QS. an-Nisā’ ayat 25 memberikan dimensi solusi yang 

sangat kontekstual. Rashīd Riḍā menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan 

Al-Qur’an terhadap keterbatasan ekonomi dan sosial manusia, sekaligus 

penolakan terhadap prostitusi sebagai jalan keluar. Dalam perspektif 

penerapan, ayat ini menegaskan bahwa syariat tidak membenarkan 

eksploitasi seksual atas nama kebutuhan ekonomi. Sebaliknya, ia 

 
114 Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Al-Qur’anul Hakim Al-Sahri bi Tafsir Al-Manar 

jilid 5, (Darul Makrifah, Beirut),  23. 
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menuntut adanya dukungan sosial, solidaritas komunitas, dan kebijakan 

publik yang berpihak kepada kelompok rentan. 115 

Solusi Qurani yang ditawarkan Rashīd Riḍā adalah penguatan nilai 

sabar, ‘iffah, dan tanggung jawab sosial, yang dalam konteks modern 

dapat diterjemahkan ke dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, akses 

pendidikan, serta perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual. 

Penerapan paling jelas tampak dalam penafsiran QS. an-Nūr ayat 

33, di mana Rashīd Riḍā menggambarkan prostitusi Jahiliah sebagai 

sistem eksploitasi ekonomi yang terorganisasi. Ketika penafsiran ini 

diterapkan pada realitas kontemporer, prostitusi modern termasuk 

perdagangan manusia dan industri seks global terbaca sebagai kelanjutan 

dari sistem yang sama dengan wajah yang lebih kompleks dan 

tersembunyi. 116 

Solusi Qurani yang ditawarkan ayat ini, sebagaimana dipahami 

Rashīd Riḍā, adalah pelarangan tegas segala bentuk pemaksaan seksual 

serta kewajiban moral masyarakat untuk melindungi kelompok paling 

rentan. Dalam kerangka Gadamer, penerapan ini menggeser fokus dari 

sekadar pelaku individu menuju kritik terhadap struktur sosial yang 

memungkinkan eksploitasi berlangsung. 

Bahkan dalam pembahasan QS. an-Nūr ayat 2 tentang hukuman 

zina, Rashīd Riḍā menekankan bahwa syariat mempertimbangkan kondisi 

 
115 Muhammad Rashid Ridha, Panggilan  Islam Terhadap Wanita, (Pustaka, Bandung), 

60. 
116 Indah sari Rahmaini dan Azahid, Komodifikasi Prostitusi online sebagai kritik atas 

globalisasai, Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan SosialVolume 4 Nomor 1, Juni 2020, 38. 
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sosial dan psikologis pelaku. Ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks 

modern, ia melahirkan pemahaman bahwa prostitusi tidak dapat disikapi 

semata dengan pendekatan represif, tetapi memerlukan kepekaan sosial 

dan keadilan substantif. 117 

Solusi Qurani yang tersirat dalam penafsiran ini adalah pencegahan 

struktural melalui perbaikan kondisi sosial, bukan sekadar penghukuman 

moral. Prinsip ini sejalan dengan kesadaran kontemporer yang melihat 

pelaku prostitusi sebagai korban sistemik dari ketidakadilan ekonomi dan 

gender.  

Melalui tahap penerapan ini, solusi Qur’ani yang ditawarkan 

Rashīd Riḍā tetap relevan dan operasional. Nilai ‘iffah berfungsi sebagai 

etika personal dalam menjaga kehormatan diri, iḥṣān menjadi prinsip 

relasional yang menuntut tanggung jawab dan keadilan, ḥifẓ al-‘irḍ 

menegaskan perlindungan martabat perempuan sebagai tujuan utama 

syariat, dan prinsip ma‘rūf menuntut perlakuan yang adil, manusiawi, dan 

beradab terhadap perempuan, terutama mereka yang berada dalam kondisi 

rentan. 

 
117 Muhammad Rashid Ridha, Panggilann  Islam Terhadap Wanita, (Pustaka, Bandung), 120. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan 

bahwasanya: 

1. Penafsiran Rashīd Riḍā terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang prostitusi 

dalam Tafsir al-Manār menampilkan corak tafsir yang komprehensif, 

kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia, 

khususnya perempuan. Melalui penafsiran QS. An-Nisā’ ayat 19, 24–25 

serta QS. An-Nūr ayat 2 dan 33, Rashīd Riḍā tidak memahami prostitusi 

semata sebagai perbuatan zina, tetapi sebagai bentuk eksploitasi seksual 

yang lahir dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan relasi kuasa. Ia 

menolak penindasan terhadap perempuan, mengecam perbudakan 

seksual dan relasi seksual transaksional seperti nikah mut‘ah, serta 

menegaskan larangan memaksa perempuan melacur demi keuntungan 

materi. Dengan demikian, prostitusi dipandang bertentangan dengan 

maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya penjagaan kehormatan, tujuan 

pernikahan (iḥṣān), prinsip keadilan, dan nilai mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf. 

2. Analisis hermeneutika Hans-Georg Gadamer menunjukkan bahwa 

Tafsir al-Manār merupakan hasil dialog dinamis antara teks Al-Qur’an, 

konteks historis penafsir, dan realitas sosial yang melingkupinya. 

Kesadaran sejarah serta latar belakang Rashīd Riḍā sebagai reformis 

Islam mendorongnya menafsirkan ayat-ayat prostitusi secara kritis 
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terhadap tradisi dan struktur sosial yang menindas perempuan. Proses 

peleburan cakrawala (fusion of horizons) antara horizon teks dan 

pengalaman sosial menghasilkan pemaknaan yang relevan dan aplikatif, 

sementara tahap penerapan (application) tampak dari orientasi tafsirnya 

yang diarahkan pada solusi etis dan sosial untuk mencegah eksploitasi 

seksual, bukan sekadar penetapan hukum normatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa tafsir Rashīd Riḍā bersifat hidup, transformatif, dan responsif 

terhadap persoalan kemanusiaan. 

3. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandangan Rashīd Riḍā memiliki 

relevansi yang kuat dengan fenomena prostitusi modern, termasuk di 

Indonesia. Prostitusi kontemporer tidak lagi hadir dalam bentuk 

perbudakan terbuka, tetapi melalui eksploitasi ekonomi, perdagangan 

manusia, komodifikasi tubuh perempuan dalam industri hiburan dan 

media digital, serta relasi seksual transaksional yang dilegitimasi secara 

sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Rashīd Riḍā menegaskan bahwa 

prostitusi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang dan 

lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Penekanannya pada tujuan 

pernikahan sebagai institusi penjagaan kehormatan, kritik terhadap relasi 

seksual berbasis transaksi, serta perhatian terhadap kerentanan sosial 

perempuan memberikan kerangka etis dan normatif yang penting. Oleh 

karena itu, penanggulangan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui 

pendekatan hukum semata, tetapi menuntut reformasi sosial, ekonomi, 

dan moral yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. 
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B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada 

penafsiran Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār serta pemanfaatan metode 

hermeneutika Gadamer, peneliti menyarankan agar studi selanjutnya 

memperluas cakupan dengan membandingkan pandangan mufasir lain seperti 

al-Qurṭubī, Ibn ‘Āsyūr, atau mufasir kontemporer, sehingga menghasilkan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ayat-ayat terkait prostitusi dan 

eksploitasi seksual.  

Penelitian mendatang juga perlu mengintegrasikan ayat-ayat lain yang 

relevan dengan isu perlindungan perempuan, perdagangan manusia, dan 

keadilan sosial agar pembacaan terhadap fenomena prostitusi modern, 

termasuk prostitusi daring, dapat dianalisis dari berbagai dimensi. Selain itu, 

pendekatan hermeneutika lain seperti Ricoeur atau Abu Zayd dapat digunakan 

sebagai pembanding untuk menguji kembali temuan-temuan penelitian ini dan 

memperkaya perspektif metodologis dalam studi tafsir sosial-kontekstual. 
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dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat 

usur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan siapapun.  

 

 

Jember, 27 November 2025 
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